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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik penentuan awal masa
iddah di kalangan masyarakat Islam di pesisisr antara sebagian Kabupaten
Cirebon dan Kabupaten Brebes, khususnya dalam kasus pernikahan yang terjadi
dalam masa iddah setelah perceraian hidup atau cerai mati, dan (2) menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi kasus pernikahan dalam masa iddah di wilayah
pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Metode penelitian yang
digunakan adalah sosiolegal, Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris
dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui budaya hukum di
masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam
melakukan pernikahan masa iddah. Data penelitian dikumpulkan dari responden
dan narasumber dengan teknik wawancara mendalam dan observasi serta data
sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur hukum dan non hukum
melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa
praktik pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten
Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam menghitung masa iddah lebih mengikuti
cara pandang masyarakat yang mengikuti pandangan (pendapat) tokoh agama.
Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat kurangnya pengetahuan di
masyarakat mengenai hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, cara
pandang yang di ikuti oleh masyarakat adalah fikih mazhab yang di sampaikan
oleh tokoh agama, hal ini berdampak dalam menghitung masa iddah perceraian
dimulai suami melanggar sighot taklik talak perhitungan semacam ini
bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-undangan No.1 tahun 1974 jo.
No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan UU Peradilan agama ( UU No. 7
tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009)

Kata-kata kunci: Penentuan awal masa iddah, Masyarakat Islam pesisir
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, Hukum Positif.
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ABSTRACK

This study aims to: (1) analyze the practice of determining the beginning of the iddah
period among the Muslim community in the coastal areas of Cirebon and Brebes
Regencies, particularly in cases of marriage occurring during the iddah period
following divorce (both revocable and irrevocable), and (2) analyze the factors
influencing marriages during the iddah period in the coastal areas of Cirebon and
Brebes Regencies. The research employs a socio-legal method with a juridical-
sociological approach. This approach emphasizes empirical legal research conducted
through direct field observation to understand the legal culture within the Muslim
communities in the coastal areas of Cirebon and Brebes, specifically regarding
marriages during the iddah period. Data for this research were collected from
respondents and informants through in-depth interviews and observation, as well as
secondary data obtained from various legal and non-legal literature through library
research techniques. The study concludes that the practice of marriage during the iddah
period in the Muslim communities of Cirebon and Brebes Regencies is more influenced
by the views of religious leaders, particularly in the calculation of the iddah period. A
key factor influencing this practice is the lack of public knowledge regarding the
positive law that applies in Indonesia. The community tends to follow the figh opinions
expressed by religious leaders, which impacts the calculation of the iddah period. This
practice often contradicts the provisions in Law No. 1 of 1974 as amended by Law No.
16 of 2019 on Marriage, and the Religious Courts Law (Law No. 7 of 1989 as amended
by Law No. 3 of 2006 as amended by Law No. 50 of 2009).

Keywords: Determination of the Beginning of Iddah, Muslim Community in the
Coastal Areas of Cirebon and Brebes Regencies, Positive Law.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang ada di permukaan bumi ini pada umumnya selalu
menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya.
Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan,
dengan adanya perkawinan diharapkan terbentuklah suatu rumah tangga yang
bahagia, tenteram, dan damai.*

Perkawinan bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri yang
bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua. Sebelum
kawin orang tua atau keluarga sudah memberikan penilaian bibit, bobot, dan bebet
calon suami atau istri, rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk,
sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan.?

Tujuan pokok berumah tangga adalah hidup berumah tangga bahagia dalam
ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup
bersama dalam bahasa Islam dilandasi ibadah kepada Allah. Dalam arti lain, suami
istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas atas segala
sesuatu yang ada dan telah dicapainya dalam melaksanakan tugas rumah-tangga,

baik tugas ke dalam maupun keluar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual,

! Firdaweri. 1989. Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan. Jakarta: CV Pedoman limu
Jaya. Cet. 1. him. 1
2 Hilman Hadikusama. 1977. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni. him.169.



pergaulan antara anggota keluarga dan pergaulan dengan masyarakat. Keadaan
rumah tangga seperti itu bisa disebut keluarga yang harmonis.

Tugas untuk menciptakan keluarga yang harmonis, tidak hanya terletak pada
suami saja, melainkan seluruh anggota keluarga yang terlibat di dalamnya, seperti
istri dan anak-anak. Bahkan kadang-kadang anggota lainnya seperti mertua, sanak
kerabatpun ikut mengemban tugas di dalam menciptakan rumah tangga yang
harmonis. Untuk menuju ke arah itu ada beberapa syarat yang dimiliki oleh seluruh
anggota keluarganya, yaitu: memiliki iman yang kuat, memiliki sifat kedewasaan,
punya rasa tanggung jawab, saling adanya pengertian, menerima kenyataan dengan
ikhlas, saling memaafkan.®

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang
paling kuat atau mistagan, ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Dari sisi bahasa, mitsagan ghalizan
mengandung isyarat keyakinan istri, bahwa kebahagiaan bersama suami akan lebih
besar daripada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak, dan pembelaan suami tidak
lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandung.*

Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan
yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan
manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara
laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah

perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup

3 Mahfudli Sahli. 1990. Menuju Rumah Tangga Harmonis. Pekalongan: C.V. Bahagia. Cet.
Ke-6. him. 148-149

4 Khoiruddin Nasution. 2009. Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: Academia. Cet. 1. him. 221



kehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia di antara
makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar
didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT®.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: Tkatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.®

Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami istri
yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan
kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau
ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.’

Nampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sekaligus melestarikan dan menjaga
kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk
dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak
dapat diwujudkan dengan baik, dalam artian, hidup rumah tangga tidak selalu mulus
dan bebas dari berbagai hambatan. Persoalan demi persoalan, masalah demi

masalah muncul silih berganti dalam rumah tangga.

5 Ahmad Azhar Basyir. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Ull Press. Cet. 9.
him. 1

¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Yayasan Peduli Anak
Negeri. him. 2.

"R. Sardjono, “Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Diedarkan Di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum
dikalangan Universitas Trisakti. Jakarta. hlm. 6.



Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti perubahan gaya hidup dan
pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, dapat dilihat bahwasanya suatu
keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu, dan
berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan
perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat
mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Secara ideal,
suatu perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup. Artinya, perceraian baru
terjadi apabila salah seorang suami istri meninggal dunia. Tetapi dalam
kenyataannya tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan
keluarga yang sakinah. Adakalanya suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban
atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan.

Kondisi tersebut di atas kadang-kadang masih bisa diselesaikan dengan jalan
damai, sehingga di antara keduanya menjadi rukun kembali. Hal ini sejalan dengan
ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat (135). Akan
tetapi adakalanya perselisihan dan percekcokan tersebut menjadi berlarut-larut dan
tidak dapat didamaikan lagi. Apabila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan,
maka pembentukan rumah tangga yang bahagia, sejahtera seperti yang disyariatkan
oleh agama pasti tidak akan terwujud, dan lebih ditakutkan lagi apabila terjadi
perpecahan antara keluarga kedua belah pihak.®

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-

lamanya, adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan

8 Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-2. him. 104.



tidak dapat diteruskan. Jadi, perkawinan harus diputuskan di tengah jalan atau
terpaksa putus dengan sendirinya. Atau dengan Kkata lain terjadi perceraian antara
suami-istri. Kehidupan bersuami-istri tidak selamanya berada dalam situasi yang
damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-
istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai
satu sama lain.

Berkenaan dengan hal ini, Islam mengakui bahwa dalam hidup rumah tangga
tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perkawinan. Tidak sedikit
pasangan suami istri yang dalam perjalanan bahtera rumah tangganya putus di
tengah jalan dengan berbagai sebab, dengan adanya perkawinan dipertemukannya
dua manusia yang berbeda, baik latar belakang keluarga, pendidikan maupun
kepribadian masing-masing. Maka wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk
diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan
perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusnya perkawinan maka
hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fikih disebut talak atau
perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah rumah tangga.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT tetapi
dibolehkan. Hal ini banyak disinggung, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam
hadits. Bahkan Allah SWT menyediakan surat khusus tentang perceraian yaitu surat
al-Thalag.

Dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan bahwa hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah



kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.® Dalam Pasal 114 KHI
dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.°

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya iddah atau
masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim
dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau iddah hanya berlaku bagi
perempuan. Sedangkan laki-laki tidak berlaku masa iddah.** Karena laki-laki tidak
mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan
tetapi laki-laki juga harus memperhatikan “perasaan” perempuan yang telah ditalak
dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.!? Seluruh kaum muslimin
sepakat wajibnya iddah bagi perempuan yang bercerai, baik ditalak maupun
ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana Allah SWT berfirman: yang artinya:
Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.
Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat...*®

Surat al-Bagarah ayat 234:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-
istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan

sepuluh hari

® Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974. op. cit. him. 9.

19 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. “Kompilasi Hukum Islam.” him. 16

1Muhammad Sodik (Ed). 2004. “Telaah Ulang Wacana Seksualitas”. PSW: IAIN Sunan
Kalijaga. Depag RI dan Mc Gill-1ISEP-CIDA. him. 219

12 1bid. him. 243

13 Soenarjo dkk. 1993. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Gema Risalah Press. him.
55.

% 1bid., him. 53.



Menurut Kompilasi Hukum Islam talak dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu:

1. Talak raj’i yaitu talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali
kepada istrinya, sebelum habis masa iddah tanpa mahar baru dan akad baru
(Pasal 118 KHI);

2. Talak ba’in yaitu talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri
dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ini terbagi
atas 2 (dua) macam, yaitu:

a. Talak ba’in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi jika
ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru meskipun dalam masa
iddah, yang termasuk talak ini adalah talak yang terjadi gabla al-
dukhul talak dengan tebusan atau khuluk, serta talak yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama (Pasal119 KHI);

b. Talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, yang
menyebabkan tidak dapat rujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan
dengan akad baru bersama mantan suaminya, kecuali apabila
pernikahan itu terjadi setelah istri menikah dengan orang lain dan
kemudian cerai, dan habis masa iddah nya (Pasal 120 KHI).

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu tunggu dan

berkabung bagi seorang istri, dalam hukum Islam disebut masa iddah atau ihdad.
Masa tunggu ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau

menistakan diri perempuan.



Iddah dan Ihdad yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang
baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian. Dalam
pengertian lain iddah ialah secara bahasa adalah hari perpisahan sedangkan secara
istilah adalah menunggunya seorang perempuan di mana perempuan tersebut
mengetahui bersihnya rahimnya sendiri.'®

Menurut terminologi syariah berarti masa penantian seorang perempuan
sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari
suaminya. Perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah
wafatnya suami atau berpisah dengannya.

Iddah secara bahasa berasal dari kata “adda” yang berarti menghitung.
Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita
yang baru dicerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang
lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.®

Dalam Al-Qur’an, ayat yang menerangkan tentang iddah tersebut dalam surat
Al-Bagarah, surat At-Talag dan surat Al-Ahzab. Tetapi ayat yang banyak
membahas tentang iddah ada dalam surat Al-Bagarah dan surat ath-Talaq yang
berkaitan dengan iddah talag dan iddah kematian.’

Iddah, yang oleh para Ulama figh diartikan sebagai aturan-aturan khusus yang
wajib dikerjakan oleh seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya,

seperti harus berdiam diri di rumah®® (tidak boleh keluar, tetap tinggal di rumah

15 Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi. Tt. Tausyeh Ala Ibn Qaasim. Semarang: karya
Thoha Putra. him. 224

16 Tim Penyusun al-Manar. 2008. Figh Nikah. Bandung: Citra Media. him. 147

17 Choiruddin Haddri. 1997. Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka
Amani. him. 96

18 Ketentuan al-Qur’an Surat 65 ayat 4



dalam kurun waktu yang cukup lama) serta harus berihdad.® (tidak boleh bersolek
dan berhias). Masa iddah merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus
dijalankan oleh wanita yang bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, tanpa
terkecuali.

Dalam Islam masa iddah selain bertujuan untuk memberikan kesempatan
suami istri yang bercerai untuk kembali rujuk. Sedangkan untuk kematian juga
bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim wanita apakah hamil atau tidak, juga
untuk menunjukkan rasa duka cita istri atas kematian suaminya. Aturan iddah
seperti ini menjadi aturan dogmatik yang tidak boleh dipertanyakan ulang
validitasnya dan menjadi ketentuan baku dari para ulama tersebut untuk para
wanita.?

Wahbah Zuhaili menjelaskan pengertian iddah dengan lebih jelas, yaitu masa
yang ditentukan syara’ setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan
untuk menunggu dalam masa iddah itu dan tidak boleh menikah kembali sampai
masa iddah tersebut selesai.?* Menurut Abu Bakar al-Dimuati, secara terminologi
iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui
bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena

kematian suaminya.??

19 Ketentuan Hadith Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Ummi Salamah:
“Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian berwarna, pakaian yang dicat
merah, tidak boleh mewarnai kuku dan tidak boleh bercelak”.

20 Ketentuan mengenai konsep iddah seperti ini dapat dibaca dalam kitab-kitab figh karya
para ulama “figh baik klasik maupun kontemporer seperti al-Umm karya Imam al-Shafi’i. Ibn Rusd
dengan Bidayat al-Mujtahid: Abi Yahya Zakariya al-Anshari dengan Fath al-Wahhab; Wahbah
Zuhayli dengan al-Figh al-Islam wa Adillahtuh: Al-Sha“rani, Al-Mizan Al-Kubro: Fath al-Bari
karya Ibn Hajar al-Asgalani dan lain sebagainya

21 \Wahbah Zuhaili. 2012. al-Figh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr. him. 433.

22 Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. Syara I'anatut Tholibin. Semarang: Al-
Haromain. vol. 3. him. 241.



Sebagai kunci dari sebuah permasalahan yaitu dasar hukumnya haruslah
diketahui, menurut istilah para ulama menyatakan bahwa definisi iddah adalah:?®
Iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang
perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu
disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam
masa iddah tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

Dalam hukum Islam ketika seorang perempuan menjalankan masa iddah, tidak
diperbolehkan menerima lamaran dari seorang laik-laki. Hal ini dikarenakan
apabila dia bercerai atau ditinggal kematian adalah untuk memberikan kepastian
tentang apakah ada kehamilan, atau memberikan masa bergabung ketika kematian
suami.

Akibat hukumnya apabila ada pernikahan yang dilangsungkan dalam masa
iddahnya belum selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah (batal demi hukum).
Adapun larangan bagi perempuan untuk menerima pinangan dari pihak laki-laki
yang sedang menjalani masa iddah itu ada tiga macam yaitu:

1. Wanita menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya.

2. Menjalani iddah karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya.

3. Menjalani iddah karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal

yang mengharamkan pernikahan mereka?*.

Selanjutnya adalah wanita yang dijatuhi talak raj’i maka tidak diperbolehkan

bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan,

23 Zakaria al-Anshariy. 1981. Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab. Beirut: Dar al-
Fikr. him. 103. dan Al- Bujairimiy. Bujairimy ‘ala al-Khathib: Beirut. Dar al-Fikr. Juz. IV.

24 Selamet Abidin. 1999. Figih Munakahat 2. Bandung: CV. Pustaka Setia. Cet. ke-1.
him.133.

10



karena ia seharusnya masih berada dalam wilayah hukum suami istri, karena
suaminya mempunyai hak untuk kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah
masih talak raj’i.®

Untuk seorang wanita yang mengalami perceraian. Berlaku baginya waktu
tunggu atau disebut juga dengan masa iddah. Pengertian dari waktu tunggu atau
masa iddah itu sendiri adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh
talak, di mana dalam waktu tersebut seorang suami boleh merujuk kembali dengan
istrinya.?® Surat al-Bagarah ayat 228 menyebutkan:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para
suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya, dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha bijaksana”.

Sehingga dalam masa iddah ini belum boleh melakukan perkawinan baru
dengan laki-laki lain. Begitu pula yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang
No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Bagiseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu;

2. Tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat (1) Pemerintah

lebih lanjut dalam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975.

% Hasan Ayyub. 2006. Figh Keluarga. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. him.118.
%6 Spemiyati. Op.cit. him. 120.
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 menyatakan
bahwa:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud ditentukan Pasal

11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan
130 (seratus tiga puluh) hari;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang
masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 90 (sembilan puluh)
hari dan sekurang-kurangnya dengan bagi yang tidak berdatang bulan
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian
sedang janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi
hubungan kelamin.

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu Putusan
Pengadilan yang tunggu dihitung sejak jatuhnya kekuatan hukum yang
tetap, sedangkan bagi mempunyai perkawinan yang putus karena kematian,
tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Ketentuan iddah semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi wanita di

masa Rasulullah serta hukum saat ini yang mayoritas berada di dalam rumah dan

menunggu ketentuan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, bagi para wanita saat
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itu tidak menjadi masalah menjalankan perintah iddah dan tetap berada di dalam
rumah serta tenggang waktu putusan pengadilan yang dihitung sejak jatuhnya
kekuatan hukum tetap dalam waktu yang cukup lama.

Jadi dengan adanya ketentuan tentang waktu tunggu dalam Undang-undang
serta hukum agama ini diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan
seperti terjadinya pernikahan yang melanggar ketentuan Undang-undang serta
hukum Agama. Namun dalam kenyataannya masih ada saja seorang wanita yang
melanggar ketentuan tersebut sehingga dalam waktu masa iddahnya waktu
tunggunya belum habis.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam
masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat
menyebabkan berubahnya suatu tatanan hukum. Sejalan dengan itu, beberapa
hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasikan kaum perempuan sudah
selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah iddah dan ihdad. Pasalnya
kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum.

Iddah dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap
membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh
suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas
sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca
perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya
masa iddah.

Selain al-Qur’an yang merupakan pedoman bagi umat Muslim, hukum positif

di Indonesia juga mengatur tentang iddah. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, jumlah hitungan masa iddah yaitu apabila perkawinan putus
karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali
suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan
ditetapkan 90 hari.?’ Pernyataan ini serupa dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal
153 poin (b).?®

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dua Pasal yang menyebutkan
tentang pemberlakuan iddah bagi laki-laki, tetapi Pasal tersebut tidak menyebutkan
pemberlakuan iddah bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat (Syibhul
Iddah). Berikut Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang yang
menyebutkan hal tersebut.

Pasal 42, ”Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang
wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-
empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak »aj’i ataupun
salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang
lainnya dalam masa iddah talak raj ’i”.

Pasal 70 huruf a, “Suami melakukan perkawinan, sedankang ia tidak berhak

melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang.

27 peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab. VII. Waktu tunggu Pasal 39 ayat
(1) poin b

28 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika perkawinan putus sebab perceraian, waktu
tunggu yang masih haid ialah 3 kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 hari, dan yang tidak haid
ialah 90 hari. (KHI Bagian Kedua tentang Waktu Tunggu).

29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. him 28
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Islam mengharuskan masa iddah dikarenakan terdapat beberapa hikmah
diantaranya yaitu menentukan hubungan nasab anak dengan orang tuanya,
memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian,
dan bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau
berkabung.®

Bagi orang yang beragama Islam nikahnya baru dikatakan sah secara hukum
apabila dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam
Undang-undang No 1 tahun 1974. Untuk itu berangkat dari penjelasan mengenai
masa iddah sampai pada peraturan Undang-undang mengenai pencatatan
pernikahan, dilihat dari perkawinan yang dilaksanakan dalam masa iddah saja
sudah tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, serta Undang-undang ditambah lagi
dengan bentuk pernikahannya yang tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2)
UU No 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari segi materiil, ketentuan tersebut diatur
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan
pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu,
aspek hukum formilnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

30 Ahmad Rofig. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. him.
251.
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai pedoman tambahan bagi para
hakim di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. KHI ini
diberlakukan secara resmi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara tegas telah menyatakan bahwa:

Perkawinan seseorang akan dianggap sah oleh hukum apabila perkawinannya
itu dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Terdapat ketentuan penting yang perlu dipahami bersama terkait pencatatan
perkawinan. Bagi pemeluk agama selain Islam, seperti Kristen, proses pencatatan
perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat. Sementara itu, bagi umat
Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat nikah, talak, dan
rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA).3!

Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, penting untuk membentuk citra
positif terhadap efektivitas hukum itu sendiri. Namun demikian, pengaturan
mengenai perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
tidak selalu dipatuhi oleh sebagian masyarakat Muslim di Indonesia. Beberapa di
antaranya memilih untuk tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang
berlaku karena menganggap prosesnya terlalu birokratis, rumit, dan memakan
waktu lama. Sebagai alternatif, mereka memilih jalur lain yang dianggap tetap
sejalan dengan ajaran Islam. Dalam kajian hukum, tindakan semacam ini dikenal

dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu upaya untuk menghindari

31 Mr. Martimam Prodjohamidjojo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: PT.
Abadi, Cet. Pertama, him. 9.
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ketentuan hukum formal dengan maksud agar tindakan tersebut tidak menimbulkan
akibat hukum tertentu yang seharusnya terjadi.®2

Dalam perspektif hukum nasional, keberlakuan hukum sangat bergantung pada
tiga pilar, yaitu: (a) keberadaan aparat penegak hukum, (b) aturan hukum yang tegas
dan terstruktur, serta (c) tingkat kesadaran hukum masyarakat.*® Ketiga pilar hukum
tersebut harus tegakkan dengan baik, sebab jika salah satu pilar itu lemah maka
akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum. Kurang dipahaminya peraturan
perundang-undangan akan berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap hukum.

Meskipun persoalan ini tampak kecil, namun dampak yang ditimbulkannya
dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu
dilakukan pengkajian secara mendalam, baik ditinjau dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari
perspektif hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi.

Dalam kehidupan modern yang semakin rumit dan kompleks, dibutuhkan
ketertiban di berbagai aspek, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika hal ini
diabaikan, potensi terjadinya kekacauan akan semakin besar. Salah satu contohnya,
apabila pernikahan tidak dicatat secara resmi, maka akan sulit untuk memastikan

status hubungan antara seseorang dengan pasangannya.*

32 M. Idris Ramulyo,1974, Tinjauan Hukum Perkawinan, Jakarta: Grafindo Persada, Cet.
Ke I, him. 22

33 Bustanul Arifin,1985, Kompilasi Figih Dalam Bahasa Undang-undang, Pesantren, I,
2, him.28

3 Ahmad Kuzari, 1995, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Grafindo Persada, him 30
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Dari kondisi masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek memang banyak
praktik pernikahan yang sampai hari ini sudah sangat jauh dari apa yang telah diatur
dalam Undang-undang. Di wilayah yang penulis jadikan lokasi penelitian ini
ditemukan beberapa kasus pernikahan yang wanitanya masih dalam massa iddah.
Misalnya, di Losari Brebes dan Tanjung dalam hal pernikahannya hanya melalui
tokoh agama dengan alasan untuk menghindari dosa sehingga pernikahan
dilakukannya melalui tokoh agama, walaupun belum adanya perceraian di
pengadilan Agama, tidak mempertimbangkan dari putusan pengadilan, sebab
dengan pasangan tersebut perpandangan bahwa masa iddah dihitung ketika suami
mengucapkan cerai terhadap istrinya.

Melalui tahap pra-penelitian, peneliti berhasil mengidentifikasi dan
mendapatkan beberapa responden yang relevan dengan tujuan salah satu kasus
perkawinan dalam masa iddah bagi perempuan yang bercerai dibawah tangan yang
terjadi di masyarakat Islam pesisir Cirebon dan Brebes, merupakan perbuatan yang
dianggap sah dan boleh dilakukan. Salah satunya yang dilakukan T. la bercerai
dengan suaminya Y. Setelah ditinggal merantau ke Taiwan selama tiga tahun.
Sehingga menurut T masa iddah tiga tahun tersebut sudah bisa disebut iddah alasan
lain, seperti bersihnya rahim (tidak ada janin) karena selama ditinggal tidak pernah
berhubungan suami-istri.®®

Seperti halnya di daerah masyarakat pesisir Islam Kabupaten Cirebon dan
Kabupaten Brebes, masih ada masyarakat yang masa iddahnya belum habis sudah

melakukan pernikahan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat kelurahan Losaridan

% Wawancara T warga Pengaradan, Tanjung, Brebes 24 Oktober 2020
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Mundu adalah pada saat seorang wanita sedang dalam masa iddah justru banyak
yang memilih untuk menikah kembali dengan pasangan terbarunya. Dimungkinkan
kurangnya pemahaman terhadap agama, khususnya wanita di kelurahan Losari dan
Mundu tentang kewajiban seorang wanita ketika dalam masa iddah justru
melakukan pernikahan, namun yang terjadi adalah pernikahan itu dilaksanakan
dengan menempuh jalur pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang tidak
dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama sehingga memudahkan untuk
melangsungkan pernikahan tersebut.

Pasalnya jika pernikahan tersebut dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah, talak,
dan rujuk di Kantor Urusan Agama sudah jelas bahwa pernikahan tersebut tidak
bisa dilaksanakan, menyangkut masa iddah yang belum selesai. Dalam masyarakat
Kelurahan Losari Cirebon dan Mundu adalah pasangan yang melakukan nikah di
bawah tangan yaitu ketika jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama Sumber selang
beberapa minggu dari pihak perempuan langsung menerima ajakan nikah dari
pasangannya tersebut dan ada juga yang disebabkan karena didesak orang tua,
karena perempuan tersebut menganggap yang terpenting adalah sudah jatuhnya
putusan dari Pengadilan Agama saja, tanpa bisa memaknai hikmah dari iddah.

Selain itu juga, ada masyarakat di masyarakat kecamatan Bulakamba Brebes
bahwa pasangan suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi
pasangan tersebut melakukan hubungan dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk
menikahi, begitu juga dari laki-lakinya yang masih memiliki ikatan perkawinan,
melakukan hubungan dengan perempuan lain. Kedua pasangan tersebut

beranggapan bahwa sudah bercerai walaupun belum ada keputusan dari pengadilan.
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Begitu juga yang dialami oleh masyarakat Gebang Kabupaten Cirebon telah
diceraikan oleh suaminya, seharusnya pihak perempuan menjalankan masa iddah
selama tiga kali suci, akan tetapi si perempuan dalam waktu yang sangat singkat
yaitu satu bulan menikah dengan laki-laki lain, mereka menikah secara sah menurut
agama tidak melakukan pernikahan di catatkan oleh pegawai pencatat nikah di
KUA (Kantor Urusan Agama).

Demikian juga terjadi di Desa Sawojajar Kabupaten Brebes, yang telah
diceraikan oleh suaminya yang sedang merantau di luar negeri, janda tersebut
kurang dari dua bulan sudah menikah dengan laki-laki lain.

Menurut pendapat masyarakat Sawojajar masa iddah yang sudah ditetapkan
oleh pengadilan adalah masa tunggu yang tidak usah dipermasalahkan lagi.
Meskipun tokoh agama dan pihak pemerintah seperti petugas P3N di desa sering
menjelaskan tentang iddah dengan panjang lebar dan berulang-ulang tokoh agama
serta P3N di desa pun sudah tidak mempermasalahkannya lagi, mereka telah
menjelaskan tentang iddah, tinggal kembali lagi kepada masyarakat setempat mau
menjalankannya atau tidak.3®

Menurut pendapat kaur kesra atau petugas P3N Desa Krakahan Kecamatan
Tanjung Kabupaten Brebes menjelaskan bahwa perhitungan masa iddah itu
dihitung dimulai setelah adanya keputusan hukum tetap dari Pengadilan Agama,
sehingga kalau sudah masa iddahnya sudah habis boleh menikah lagi di KUA. Itu

salah satu syarat pernikahan di catatkan oleh KUA maka harus menunggu adanya

3% Wawancara. Ustd. Juhri Desa Sawojajar. pada tanggal 23 Juli 2020.
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surat akta cerai dari pengadilan.®” Berikut tabel praktik dalam menentukkan awal

masa iddah.
No | Peristiwa Kasus Dasar Keterangan
Seorang Melakukan Suaminya Penjelasana
1 perempuan pernikahan dianggap guru ngaji
ditinggal oleh | siri melanggar (ulama’)
suaminya shighat taklik dianggap sudah
merantau thalak cerai
2 Ada suami | Istirnya Bahwa suami Pendapat
mengatakan melakukan sudah ulama; guru
kepada istrinya Pernikahan mentalak ngaji, tokoh
saya talak | siri agama
kamu, terus dia dianggap sudah
meninggalkan cerai
Istrinya
3 Suami  Sudah | Istri Sudah 40 hari Penjelasan
Meninggal melakukan meninggal orang tua
dunia Pernikahan dunia perempuan
Siri dianggap sudah
boleh menikah
lagi.
4 Sudah bercerai | Istri Jarak 1 bulan Penjelasan
di  Pengadilan | melakukan Putusan ulama;  tokoh
belum masa | Pernikahan Pengadilan agama
iddah habis Siri dianggap  sah
untuk menikah.
5 Suami Istri Suami Keterangan
meninggalkan Melakukan dianggap Tokoh agama
Istri selama 1 pernikahan melanggar dianggap masa
Tahun Siri sight talak iddah habis sah

untuk menikah
Siri.

37 Ustd. Kusaufan Desa Krakahan Kec. Tanjung Kab. Brebes pada tanggal 22 Juli 2020.
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6 Suami Istri Suami Penjelasan
Meninggalkan Melakukan dianggap tokoh  agama
Istri tanpa | pernikahan melanggar bahwa  masa
alasan selama2 | Siri sight talak iddah habis
Tahun lebih boleh menikah
lagi.
7 Suami  bekerja | Istri Suami Penjelasan
luar negeri melakukan mengucapkan | tokoh  agama
nikah Siri talak sudah 8 bahwa  boleh
bulan. menikah  lagi
karena  sudah
masa iddah
habis
8 Suami  sudah | Istri Suami Penjelasan
meninggalkan melakukan mengucapkan | tokoh agama
anak Istri pernikahan talak dan | masa iddah
Siri meninggalkan | sudah habis dan
selama 1 | boleh menikah
Tahun lebih

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar belakang
masalah di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal membuat penelitian ini
penting untuk dilakukan, yaitu: belum pernah ada penelitian yang mengangkat tema
“Pratik Kasus Perkawinan dalam Masa iddah di Masyarakat Islam Pesisir
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan di atas,
maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah dari pembahasan disertasi ini yang
berjudul “Praktik Kasus Perkawinan dalam Masa Iddah Di Masyarakat Islam

Pesisir Kapubaten Cirebon dan Kabupaten Brebes”.

22



Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan
kabupaten Brebes tentang kasus pernikahan dalam masa iddah?

2. Mengapa di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten

Brebes melakukan kasus pernikahan dalam masa iddah?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pandangan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan
kabupaten Brebes tentang nikah masa iddah.

2. Menganalisis apa yang mempengaruhi masyarakat Islam pesisir Kabupaten
Cirebon dan kabupaten Brebes dalam menentukan masa iddah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis,

yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bagian untuk
kontribusi secara konseptual dan teoritis terkait pandangan masyarakat
Islam pesisir kabupaten Cirebon dan Kabupaten dalam melaksanakan kasus
pernikahan dalam masa iddah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman
bagi pelaksanaan bagaimana penentuan masa iddah di masyarakat Islam

pesisir Kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes.
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E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis perlu membuat suatu pemetaan umum mengenai posisi akademik dari
kajian penelitian disertasi ini, yakni dengan menelaah penelitian-penelitian
terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hal tersebut berguna
untuk memastikan orisinalitas penelitian dengan mendapatkan rujukan pendukung,
pelengkap dan pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki
kesamaan topik.® Adapun, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan
topik penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa kalangan, diantaranya:

Disertasi, Zaki Mubarok.2023. Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri
dalam kartu keluarga Perspektif Maqasid asy-syari‘ah. Dalam kasus pencatatan
nikah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menyebutkan
pasangan nikah siri dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) sebagai syarat dalam mengajukan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri
nampak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.
Dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) Perkawinan
adalah sah. Dalam perspektif maqgasid asy-syari‘ah perlu rekonstruksi regulasi
pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dengan mencantumkan masa berlaku
kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk mempersiapkan isbat nikah bagi

pasangan nikah siri.3®

38 Irwansyah, 2021. Penelitian Hukum (Pilihan Metode& Praktik Penulisan Artikel edisi
revisi, Cetakan keempat. Mirra Buana Media: Yogyakarta, him 282-284.

39 Zaki Mubarok. 2023. “Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam kartu
keluarga Perspektif Magasid Asy-Syariah”. Disertasi. Semarang: Program Pascasarjana. UIN
Walisongo.
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Tesis Ach. Rosidi Jamil, yang berjudul “/zin Poligami Dalam Masa Iddah
Istri”’( (Tinjauan Maslahah Terhadap Surat Edaran No. D.IV/Ed/7/1979).%° Dalam
Masalah Poligami dalam Masa Iddah adalah termasuk almasiahah al-murslah,
karena tidak ada nas yang mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami.

Karya tulis tesis Moh. Ali, yang berjudul, Perkawinan tanpa menunggu
berakhirnya Iddah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan perspektif
sosial (Studi kasus desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan
Madura). Dalam penelitian ini menyimpulkan konstruksi sosial perempuan pelaku
perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah ialah pertama dimulai adanya motif
ideal, yakni bahwa kesadaran dalam perkawinan tanpa menunggu berakhirnya
iddah menjadi penyebab adanya keterpanggilnya para pelaku, ketertarikan dan lalu
memedulikan untuk membangun keyakinan, bahwa dengan melakukan tindakan
tersebut mereka akan keluar dari kenyataan hidup yang menurut mereka sulit
ditanggung sendirian. Kedua adanya motif praktis, yakni tindakan untuk
membangun solidaritas keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan mewujudkan
kembali kerukunan antar perempuan. Ketiga adanya motif kepentingan, yakni motif
penting dan mendesak merupakan gabungan motif ideal dan motif praktis.*!
Sebuabh jurnal yang berjudul: Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum

Perkawinan Islam) yang ditulis oleh Nunung Radliyah, dan diterbitkan oleh al-

40 Ach. Rosidi Jamil. 2017. berjudul “Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri” (Tinjauan
Maslahah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)”. Tesis tidak diterbitkan Program .
Yogyakarta: Pascasarjana. UIN Sunan Kalijaga.

41 Moh. Ali. 2017. “Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah bagi perempuan yang
bercerai dibawah tangan perspektif sosial (Studi kasus desa Landak, Kecamatan Tanah Merah,
Kabupaten Bangkalan Madura)” Tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim. Malang.
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ahwal-jurnal hukum keluarga Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang fungsi
masa iddah adalah untuk menunjukkan kebersihan rahim perempuan dari adanya
janin dari mantan suaminya, masa berkabung dan introspeksi diri setelah ditinggal
mati suaminya, serta dapat mencegah tertularnya penyakit menular seksual.

Moh. Razali, karya tulis tesis, Judulnya, Metode Penetapan Masa lddah Cerai
Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa: 1) Prosedur cerai talak maupun cerai gugat yaitu mengajukan permohonan
secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, pemeriksaan berkas
permohonan cerai, mengadakan sidang perceraian, ketua Pengadilan membuat surat
keterangan tentang terjadinya perceraian, dan membayar biaya perkara. Jika cerai
gugat, Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami termasuk
pemeliharaan dan pendidikan anak. 2) Substansi hukum, yaitu Kompilasi Hukum
Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39
ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwasanya yang diberlakukan antara Akta
Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor
Urusan Agama, sehingga Pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan
permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan
Agama kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di Kantor Urusan Agama
Sukun Malang. Struktur hukum, dalam pembahasan ini ada dua yaitu Pengadilan
Agama kota Malang dan Kantor Urusan agama Sukun kota Malang. Pengadilan
Agama kota Malang belum efisien dalam menjalani tugasnya, terbukti dengan

terjadi keterlambatan penetapan iddah baik dalam Surat Keterangan Pengadilan
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Agama kota Malang maupun proses pembuatan Akta Cerai. Sedangkan Kantor
Urusan Agama Sukun Malang teliti dalam menjalankan tugasnya terutama
menikahkan seseorang (janda) yang ingin nikah lagi dengan cara harus menyertai
Akta Cerai. Budaya hukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum, masyarakat
butuh penjelasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Surat
Keterangan Pengadilan Agama kota Malang dan Akta Cerai agar tidak terjadi
kedua-kalinya dalam pengurusan administrasi untuk melangsungkan perkawinan.
Selanjutnya jurnal yang berjudul: Iddah Berperspektif Gender: (Membaca
Ulang Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass) yang ditulis oleh Wardah
Nuroniyah, dan diterbitkan oleh Al Manahij Jurnal kajian Hukum Islam. Dalam
jurnal ini dijelaskan tentang tujuan iddah berupaya menemukan nilai-nilai
maslahah dalam hukum syara’ dari konsep iddah yang bersifat berkeadilan gender.

Selain itu juga jurnal yang berjudul : Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya

(Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura) yang ditulis oleh Rasyida

Arsjad dan Ainun Barakah, yang diterbitkan oleh Jurnal Lentera: Kajian

Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Dalam jurnal ini membahas tentang Iddah
wafat, antara agama dan budaya yang berada di masyarakat Sangkapura.

Jurnal Supremasi yang ditulis oleh Mustari dan Nurhidayat yang berjudul
Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa
Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil penelitian
kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara
Kabupaten Jeneponto sangat rendah karena dari 30 KK yang menjadi sampel

penelitian tidak ada satu pun informan yang mengetahui bahwa Undang-undang
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nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar hukum dalam
kepemilikan akta perkawinan.

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Nurnazli, yang berjudul Relevansi
Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern. Mengapa diera teknologi yang
semakin canggih ini penerapan iddah masih diberlakukan, dan mengapa hanya
perempuan saja yang diwajibkan untuk beriddah. Melalui penelitian ini akan dikaji
apa dan bagaimana relevansi penerapan iddah di era teknologi modern. Masih
relevankan alasan-alasan diberlakukannya iddah yang dikemukakan oleh para
pemikir terdahulu. Hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan untuk dijadikan alasan penerapan iddah di era modern saat ini.
Jika illat hukum yang dijadikan sebab pemberlakuan iddah karena untuk
mengetahui kosongnya rahim dari janin, maka konsekuensinya iddah tidak lagi
relevan untuk diberlakukan, dikarenakan teknologi USG (Ultrasonography)dan
DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) yang semakin canggih telah dapat mendeteksi
secara dini kondisi rahim seseorang dan nashab dari janin yang dikandung oleh
seorang perempuan.

Awaliya Safithri, karya tulis Tesis pada program pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2019, dengan judul Perkawinan masa iddah Perspektif
Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus Desa Gunung Malang, Kecamatan
Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur). Fokus pembahasan meliputi: 1)
Apa faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan di masa
iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten

Jember Jawa Timur. 2) Bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat
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tentang perkawinan di masa iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang,
Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur Perspektif Feminisme
Radikal Kate Millett. Penelitian ini menemukan adanya pertama, faktor ekonomi.
Melekatnya budaya patriarki di Desa Gunung Malang yang menjadikan kaum
perempuan berada di kelas nomor dua dalam segala aspek, diantaranya pendidikan
dan ekonomi. Sehingga perempuan janda merasa terpuruk dan tidak percaya diri
untuk hidup mandiri. Kedua, faktor tradisi. Keyakinan masyarakat tentang masa
iddah yang hanya berjumlah seratus hari menyebabkan mereka tidak menyadari
bahwa mereka melaksanakan perkawinan dalam masa iddah. Ketiga, faktor
pemahaman agama yang minim. Dalam hal ini pengetahuan Masyarakat Gunung
Malang yang tergolong rendah menyebabkan kurangnya wawasan yang mereka
dapatkan. Keempat, faktor emosi yaitu kekhawatiran perempuan pasca bercerai
akan statusnya sebagai seorang janda. Kelima, faktor lingkungan internal. Dalam
hal ini keluarga. Keenam, faktor lingkungan eksternal. Ajakan dari pihak laki-laki
kepada perempuan yang masih berada dalam masa iddah untuk segera kawin
merupakan salah satu faktor terhadap kelangsungan perkawinan masa iddah.
Wahibatul Magfuroh, fokus kajian dalam tesisi ini adalah, Praktik iddah
karena cerai mati Perspektif Maslahah Al-Thufi (Studi kasus kecamatan Pakuniran
kabupaten Probolinggo) dalam hasil penelitian ini: (1) Perempuan tidak
melaksanakan, iddah karena ada beberapa faktor: Pertama ekonomi, kedua awam,
dan ketiga penyimpangan karena tidak ada teguran dari kepala desa, orang yang
paham syari’at Islam dan pergaulan bebas yaitu seperti perselingkuhan. (2)

Perempuan tidak melaksanakan, iddah dalam perkawinan ini dapat mendatangkan
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maslahah dan mafsadah, jika ditinjau dari teori Maslahah al-Thufi, perempuan
tidak melaksanakan, iddah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan,
yaitu bisa diberi nafkah oleh suami kedua untuk menafkahinya, dan dapat
mendatangkan mafsadah dikhawatirkan ada sisa-sisa sperma dari suami pertama
dan takut tercampurnya sperma suami pertama dan kedua serta ketidakjelasan hak
status anak dan hak warisnya.

Muhammad Ichan Parinduri, fokus kajian dalam tesis ini adalah, Analisis
yuridis tentang rujuk dalam tenggang masa iddah talak raj'i menurut KHI dan fikih
Islam. Hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Pengaturan thalaq raj’i dan Iddah tentang perkawinan diatur dalam fikih
Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah: Menurut fikih
Islam thalaq terbagi kepada tiga macam, 1) Thalaq Sunni, 2) Thalaq Bidi i,
3) Thalag yang bukan Sunni dan bukan Bid’i, yaitu yang dijatuhkan
terhadap istri yang belum pernah dukhul atau kepada istri yang belum
pernah haid dan istri yang sudah lepas masa haidnya, dan thalag yang
dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil. Selama masa iddah talaq raj i
suami dapat melakukan rujuk tanpa ikut berproses di kantor urusan agama
menurut fikih Islam. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam harus
dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah. Bila suami
melaksanakan untuk rujuk dan rujuk dapat dilanjutkan dengan putusan

Pengadilan Agama.
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2. Menurut Kompilasi Hukum Islam rujuk dilakukan dengan persetujuan istri
dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi
yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami,
sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang
ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.

3. Akibat Hukum Pelaksanaan Rujuk Dalam Tenggang Masa iddah Talak
raj'i dalam Perkawinan adalah: a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah
kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi
talak ba 'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; b. Melunasi mahar
yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gobla al dukhul; c.
Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun.

Karya tulis ilmiah hasil kolaborasi antara Umi Hasunah dan Susanto yang
dimuat dalam jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul tulisan "lddah
Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53". Karya
tulis ini mengambil kesimpulan bahwa Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHI menjelaskan
tidak adanya iddah bagi wanita hamil akibat zina dengan dapat langsung
dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak
yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan dalam hal perkawinan wanita hamil
dengan laki-laki bukan yang menghamilinya tidak ditemukan adanya penjelasan.
Tidak menutup kemungkinan ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki bukan yang

menghamilinya. Pada dasarnya tidak ada kewajiban iddah bagi wanita hamil
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akibat zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang
bukan. Untuk pernikahan dengan laki-laki yang menghamili telah dijelaskan oleh

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 ayat (1) sampai (3) dan telah disepakati
oleh para ulama. Sedangkan untuk pernikahan dengan laki-laki bukan yang
menghamili tidak dijelaskan oleh KHI dan terdapat perbedaan pendapat para
ulama. Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah tidak mewajibkan iddah sedangkan
ulama Malikiyyah, Hanabilah, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Yusuf dan Iman
Al-Syaibani mewajibkan iddah yaitu sampai melahirkan. Akan tetapi jika melihat
dampak psikologis dan sosiologis yang timbul, maka akan lebih baik jika
perempuan yang hamil karena zina tidak memiliki kewajiban iddah meskipun
menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal ini untuk memberi
perlindungan terhadap anak hasil perbuatan zina agar tidak terganggu
pertumbuhannya.

Karya tulis Al-Farabi Tesis “Penghulu Negara dan Penghulu Non-Negara:
Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang,
Mundu, Cirebon, Jawa Barat hasil dari penelitiannya pertama, eksistensi institusi
kepenghuluan, penghulu Negara dan penghulu non-Negara, didasarkan pada sumber
otoritas yang berbeda. Penghulu Negara didasarkan pada peraturan perundang-
undangan sedangkan penghulu non-Negara didasarkan pada kharisma individu dan
tradisi setempat. Selanjutnya perbedaan sumber otoritas ini melahirkan relasi yang
berbeda dengan masyarakat, di mana penghulu non-Negara menjadi pilihan
alternatif di samping penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal

penyelenggaraan perkawinan. Kedua, dengan menggunakan kerangka teori praktik,
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terlembaganya praktik kawin kyai secara alternatif di Sinarrancang dapat dijelaskan
sebagai wujud kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara dalam
ranah penyelenggaraan perkawinan yang ditopang oleh modal masing-masing.
Demikianlah dapat disimpulkan bahwa terlembaganya praktik kawin Kkyai
mempresentasikan kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara.

Karya Tulis Disertasi Zaki Mubarok. Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah

Siri dalam kartu keluarga Perspektif Magasid asy-syart‘ah. Membahas regulasi
catatan nikah siri dalam kartu keluarga, dalam dalam perspektif maqasid asy-
syar‘ah perlu rekonstruksi regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga
dengan mencantumkan masa berlaku kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk
mempersiapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri.

Karya tulis Disertasi Zulfatun Ni’mah. Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan dalam perceraian sepihak ditinjau dari perspektif gender. Mengkaji
tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian sepihak yang
dipraktikkan oleh masyarakat Sasak di Pulau Lombok dengan perspektif gender.
Hasil penelitian disertasi ini adalah rekonstruksi perlindungan hukum di masa yang
akan datang guna memudahkan perempuan mendapatkan hak-haknya dalam tiga
ranah, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Karya Tulis Disertasi Bahrul Ulum, Interlegalitas Hukum Perkawinan
Masyarakat Muslim Tengger, Mengkaji Bagaimana konstruksi hukum perkawinan
pada masyarakat muslim Tengger, hasil dari penelitian karya tulis ini adalah

Pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Tengger merujuk pada eksistensi
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hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Praktik Walagara merupakan bukti

berlakunya hukum adat yang menghormati hukum agama dan hukum negara.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas tentang pernikahan dalam

masa iddah, namun sampai saat ini masalah tentang “Praktik Perkawinan dalam

Masa Iddah Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.”

Belum ada yang meneliti dan menganalisa perkara tersebut.

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian

No Judul Persamaan Perbedaan Kebaruan
penelitian
1 |Perkawinan Tanpa 1. Konstruksi Mengkaji Mengkaji
Menunggu sosial pandangan pandangan
Berakhirnya Iddah perempuan pelaku dan tokoh agama
Bagi Perempuan pelaku pandangan dan Masyarakat
Yang Bercerai Di perkawinan tokoh agama dalam
Bawah Tangan tanpa menunggu | tentang menentukkan
Perpesktif Kontruksi | berakhirnya pemahaman waktu masa
Sosial (Studi Kasus di | iddah. menentukan iddah dalam
Desa Landak, 2. konstruksi awal masa melakukan
Kecamatan Tanah pandangan iddah menurut | pernikahan
Merah, Kabupaten tokoh dan Hukum masa iddah
Bangkalan, Madura) Masyarakat. Negara. tanpa
(Moh.Ali, 2017) mengakhiri
masa iddah.
2. |Perkawinan masa Mengkaji faktor | Mengkaji Melekatnya
Iddah Perpektif tradisi. berbedaan budaya patriarki
Feminisme Radikal Keyakinan antara hukum | dan tradisi.
Kate Millett (Studi masyarakat agama dan Keyakinan
Kasus Desa Gunung tentang masa hukumnegara | masyarakat
Malang, Kecamatan iddah yang tentang tentang
Sumberjambe,Kabupa | hanya berjumlah | perilaku menentukkan
ten Jember Jawa seratus hari masyarakat awal masa
Timur) (Awaliya menyebabkan dan tokoh Iddah yang
Safithri,2019) mereka tidak agama. hanya
menyadari berjumlah

bahwa mereka

seratus hari
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melaksanakan

menyebabkan

perkawinan mereka tidak
dalam menyadari
masa‘lddah bahwa mereka
melaksanakan
perkawinan
dalam masa
iddah
Penghulu Negara Dan | eksistensi Mengkaji Penghulu
Penghulu Non- institusi tentang Negara
Negara: Kontestasi kepenghuluan, perilaku didasarkan pada
Otoritas dalam penghulu masyarakat peraturan
Penyelenggaraan Negara dan Pesisir perundang-
Perkawinan di Desa penghulu non- Kabupaten undangan
Sinarrancang, Mundu, | Negara, Cirebon dan sedangkan
Cirebon, Jawa Barat | didasarkanpada | Kabupaten penghulu non-
Tesis (Al-farabi,2014) | sumber otoritas | Brebes dan Negara
yang berbeda. tokoh agama didasarkan pada
dengan hukum | kharisma
Negara. individu dan
tradisi setempat.
Perkawinan yang Di | Mengkaji masa | Mengkaji berdasarkan
lakukan Oleh Seorang | iddah dengan putusan putusan
Perempuan Dalam putusan pengadilandan | pengadilan
Masa Iddah Menurut | pengadilandan | Mahkamah agama
Undangan —undang Keputusan Agung perkawinan
No. 1 Tahun 1974 Mahkamah yang
(Fitria Olivia 2019) Agung. dilaksanakan
dalam massa
iddah dikatakan
perkawinan
yang tidak sah.
Wanita yang
masih dalam
masa iddah,
termasuk
kategori wanita
yang haram
dinikahi pada

waktu tertenu,
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hingga habis
masa iddahnya.

Rekonstruksi Mengkaji Mengkaji dalam
Regulasi Pencatatan pernikahan Siri | regulasi perspektif
Nikah Siri dalam yang tidak catatan nikah | magqasid asy-
kartu keluarga dicatatkanoleh | siri dalam syari ‘ah perlu
Perspektif Maqasid pemerintah. kartu keluarga. | rekonstruksi
asy-syarT ah. Disertasi regulasi
(Zaki Mubarok,2023) pencatatan
nikah siri dalam
kartu keluarga
dengan
mencantumkan
masa berlaku
kartu keluarga
nikah siri
sebagai jeda
untuk
mempersiapkan
isbat nikah bagi
pasangan nikah
Siri
Perlindungan Hukum | Mengkaji Menggali, rekonstruksi
Terhadap Perempuan | tentang menemukan perlindungan
dalam Perceraian | perlindungan dan hukum di masa
Sepihak Ditinjau Dari | hukum terhadap | merumuskan yang akan
Perspektif ~ Gender. | perempuan pengaturan datang guna
Disertasi dalam perlindungan memudahkan
(ZULFATUN perceraian hukum yang perempuan
NI’MAH, 2017) sepihak  yang | relevan bagi mendapatkan
dipraktikkan perempuan hak-haknya
oleh masyarakat | Sasak pada dalam tiga
Sasak diPulau | masa yang ranah, yaitu
Lombok dengan | akan datang. substansi
perspektif hukum, struktur
gender. hukum dan
budaya hukum.
Interlegalitas Hukum | Mengkaji Praktik Pluralisme
Perkawinan Bagaimana perkawinan hukum
Masyarakat  Muslim | konstruksi muslim perkawinan
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Tengger,
(BAHRUL
2023)

Disertasi
ULUM,

hukum
perkawinan
pada masyarakat
muslim Tengger

Tengger ialah
bagian dari
pluralisme
hukum yang
tetap
dilaksanakan,
bahkan tidak
ada
pertentangan
dengan hukum
negara, tetapi
pertentangan
tersebut
muncul dari
sekelompok
muslim karena
praktiknya
yang dinilai
tidak
berdasarkan
syariat Islam.

pada
masyarakat
Tengger
merujuk pada
eksistensi
hukum adat,
hukum agama
dan hukum
negara. Praktek
Walagara
merupakan
bukti
berlakunya
hukum adat
yang
menghormati
hukum agama
dan hukum
negara

Penelitian Disertasi ini berkaitan tentang praktik pernikahan dalam masa iddah

di masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam

pandangan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian disertasi ini berbeda dengan

penelitian sebelumnya, sehingga orisinilitas penelitian ini sesungguhnya selain

terletak pada kondisi wilayah pesisir juga rekontruksi persepsi masyarakat

dengan Undang-undang Perkawinan.

F. Landasan Teori

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian diperlukan kerangka teori yang

relevan untuk mengelaborasikan sekaligus menganalisisnya secara komprehensif.

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan
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berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk
mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji
permasalahan.*? Pemilihan terhadap teori-teori tersebut disesuaikan dengan urgensi
dan relevansinya terkait isu penelitian yang menjadi titik pangkal dalam menjawab
pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.

Di dalam kerangka teoritis ini terdapat sekumpulan konsep yang memiliki
jaringan hubungan antar variabel satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat sejak
perumusan masalah dengan memilih teori-teori hipotesis untuk diuji apakah
rumusan teori tersebut valid atau tidak. Oleh karena itu, penggunaan konsep dan
teori sebagai alat uji adalah untuk memperijelas masalah penelitian.*®

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai
landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum
dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam,
sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas
dalam Bahasadan sistem pemikiran para ahli hukum itu sendiri. Kerangka teori
merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau
memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang
dimaksud adalah kerangka pemikiranatau butir-butir pendapat, teori, sebagai
pegangan.

Kegunaan teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa

segala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

42 Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel).
Yogyakarta: Mira Media Buana. him.286
4 1bid.289
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menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.
Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi
secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu dapat dihubungkan secara
logis satu samalainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi
sebagai wahana untuk mengamalkan dan menjelaskan fenomena yang
diamati.

Landasan teori atas teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang
akan digunakan sebagai landasan untuk membahas dan menganalisis
permasalahan-permasalahan dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem menurut Lawrence Friedman, mengkaji sebagai suatu unit
yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bersifat fleksibel, mekanis,
organis atau sosial. Menurut David Easton sistem politik sebagai bawaan yang
dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainya yang terus menerus menimpakan
pengaruh padanya.**

Merujuk pada Teori Sistem Lawrence Friedman mengkaji hukum sebagai
sebuah sistem dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi,
yaitu struktur (structure), substansi (substance) dan kultur (culture). Struktur
hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Substansi hukum
dimaknai sebagai peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang

bagaimana seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum

4 Lawrence M. Friedman, The Legal System. 1975. A Soscial Science Perspective, Russel
Sage Foundation. New York: diterjemahkan oleh M. Khozim. 2009. Sistem Hukum: Perspektif llmu
Sosial. Bandung: Nusa Media. hlm. 6
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substantif berperilaku.*> Sedangkan kultur dipahami sebagai dukungan sosial atas
hukum seperti kebiasaan, pandangan cara berperilaku dan berpikir yang
menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi
aturan.*®

Sistem hukum mempunyai fungsi merespons harapan masyarakat terhadap
sistem hukum, dengan cara mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang
dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk pada keadilan. Keadilan
merupakan tujuan akhir sistem hukum.*’

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis dalam pembahasan
permasalahan ini adalah teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman dalam
karyanya yang berjudul “The Legal System, A Social Science Perspective”.

Sistem hukum, mempunyai dua pengertian yaitu sistem hukum bermakna
sempit dan sistem hukum bermakna luas. Sistem hukum bermakna sempit yaitu
sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam
arti materil atau substansi hukum. Bellefroid berargumen bahwa sistem hukum
merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan
atas asas-asas tertentu.”® Sedangkan bermakna luas, sistem hukum itu dapat
dikatakan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Menururt Friedman, sistem hukum merupakan unit yang menggerakkan

hukum suatu kontrol sosial dengan memiliki teknis dan karakter tertentu.

%5 Ibid. him15

%6 Ibid. him. 14

47 1bid. him. 16-17

48 Mariam Darus Badrulzaman.1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung:
Alumni. him 15.

40



Friedman memaparkan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali
dengan input berupa lembaran-lembaran kertas yang mendemonstrasikan proses
hukum berupa konsep tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, lalu hakim
mengelola  lembaran-lembaran  tersebut  secara  sistematis  sehingga
memanifestasikan sebuah output yang berupa keputusan atau ketetapan dari
lembaga pengadilan.*®
Input merupakan tuntutan berupa gugatan atau dakwaan terhadap sikap
dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan proses
hukum.®® Apabila masyarakat tidak mengajukan gugatan perkara hukum yang
bertentangan dengan harapan mereka baik secara kelompok maupun individu,
maka tidak akan ada konsep tuntutan yang masuk di ranah pengadilan. Jika tidak
ada input yang masuk dalam pengadilan, maka pengadilan tidak akan bekerja
sehingga tidak menghasilkan sebuah output yang berupa keputusan. Oleh sebab
itu, masing-masing komponen hukum harus aktif antara satu dengan yang lainnya,
jika salah satu komponen tidak berfungsi maka tidak akan ada proses yang
menggerakkan sistem tersebut.
Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan
oleh tiga kategori. Pertama, materi atau isi hukum yang benar (legal substance).
Kedua, sarana prasarana yang lengkap dan up to date serta aparat hukum yang adil

dan berwibawa (legal structure). Ketiga, budaya masyarakat (legal culture) yang

49 Lawrence M. Friedman. 2017. Sistem Hukum Perspektif limu Sosial, Terj. M. Khozim,
Bandung: Nusa Media. Cet. VII. him 6-13.
%0 Ibid. him 13
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pro hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat
penegak hukum.®? Landasan substansi hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang iddah.

Struktur hukum meliputi keseluruhan instansi hukum serta aparatnya, seperti
lembaga kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan
dengan para hakimnya.>

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.
Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat
untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum,
maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Mencermati pernyataan di atasi, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum
merupakan sebuah rancang bangun yang disanggah oleh komponen yang saling
mempengaruhi yang merupakan sebuah kesatuan yang berfungsi untuk merespon
kehendak masyarakat yang dilakukan melalui upaya pemeliharaan nilai-nilai yang

tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon

51 Mohamad Nur Yasin. 2018. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Malang: UIN
Maliki Press. him 169.

52 Syafruddin Kalo, dkk, “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai
Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar
Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)”. Usu Law Journal. 3. Oktober. 2017. hlm.109

5 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
him. 226
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dan Kabupaten Brebes.

Dari uraian terkait teori sistem hukum ini akan digunakan untuk menganalisis
dari rumusan masalah kedua, yang menjelaskan penyebab masyarakat Islam
pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan perkawinan
dalam masa iddah, padahal sudah jelas aturannya dalam Undang-Undang, dari
aspek (1) Struktur hukum, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perhitungan
masa iddah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan agama atau
kepercayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sosialisasi mengenai
perhitungan masa iddah sebagai suatu kebijakan pemerintah harus dapat
memberikan gambaran dan pemaparan yang bersifat komprehensif agar di
masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes memahami
akibat hukum dan manfaat dari masa iddah, sehingga ada penyesuaian dengan
nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat Islam pesisir. Dalam teori struktur
hukum dalam hal ini Pemerintah harus melakukan pendekatan sosiologis agar
dapat mengubah sistem dan jalinan nilai-nilai masyarakat yang dipengaruhi unsur-
unsur adat, budaya dan agama atau aliran kepercayaan agar timbul kesadaran
hukum masyarakat terhadap pentingnya perhitungan masa iddah. Hal ini juga
sangat dipengaruhi oleh faktor perhitungan masa iddah sejatinya yang merupakan
kewajiban negara, dengan tujuan memproteksi warganya. (2) Subtansi hukum,
Hukum merupakan sarana/alat untuk mengubah (agen of change) suatu tatanan
kehidupan masyarakat melalui kaidah-kaidah norma-norma hukum dilakukan
sosial engineering yaitu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan

sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, sehingga tatanan kehidupan
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masyarakat menjadi teratur. Dengan demikian keberlakuan suatu norma hukum
yang mewajibkan dilakukannya perhitungan masa iddah di Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat mengubah konsepsi
berpikir dan perilaku masyarakat mengenai manfaat dan tujuan masa iddah. (3)
Kultur Hukum, dari aspek ini juga sangat berpengaruh pada kesadaran hukum
masyarakat untuk melaksanakan perhitungan masa iddah, ditinjau dari aspek
sosial budaya Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk (Plural sosciety)
di mana terdapat banyak golongan kebudayaan dan adat istiadat. Bagi kalangan
masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes Hukum Islam
(hukum agama) terdapat asumsi bahwa penentuan masa iddah tidak perlu
dilakukan karena penentuan awal perhitungan masa iddah tersebut sudah sah
apabila dilakukan menurut hukum positif.
G. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan
maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan
dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses
dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu
masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah
sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
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Dalam penulisan disertasi ini, penulis menggunakan jenis penelitian
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami pandangan di
masyarakat tentang apa yang dialami oleh subjek yang diteliti. Misalnya, perilaku
di masyarakat pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, persepsi,
motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.>*

2. Fokus Studi

Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti pandangan di masyarakat Islam
pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan pernikahan
dalam masa iddah. Hal ini menentukan masa iddah dalam korelasinya aturan hukum
negara, sebab dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia sudah tercantum
dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, sedangkan di lapangan untuk dasar
melakukan pernikahan tidak sesuai dengan Undang-undang atau KHI.

3. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan di masyarakat
Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes tentang perkawinan dalam
masa iddah dalam perkawinan dalam masa iddah menurut hukum negara,
bagaimana di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes

melakukan perkawinan dalam massa iddah menentukan penentuan awal masa iddah

5 Lexy J. Moeleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. him. 6
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menurut hukum negara, budaya hukum di masyarakat pesisir dalam melakukan
pernikahan masa iddah menentukan awal masa iddah menurut hukum agama.
4. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini meliputi informan seperti pelaku nikah dalam masa
iddah, tokoh agama, pejabat pemerintah desa, dan tokoh agama yang menikahkan
di masyarakat Islam pesisir di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Yang
ditekankan di sini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari
jumlah (kuantitas) responden tersebut.
5. Jenis data dan Sumber data
a. Jenis Data
Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum
terarah pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data
yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain.>®
b. Sumber data
Sumber data yang dipakai dalam penulisan Disertasi ini adalah:
1) Penelitian Lapangan (field research), yakni penelitian yang
dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan Proses Pernikahan
dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon

dan kabupaten Brebes.

% Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta:
Ghalia Indonesia. him.9
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2) Penelitian Kepustakaan (library research), yakni penelitian yang
dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku,
karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan
lainnya yang terkait.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, penelitian menggunakan teknik
tertentu, untuk ini terlebih dahulu ditentukan jenis data apa yang akan dibutuhkan
dalam hal mendukung penulisan. Ada dua data yang dibutuhkan yaitu.

a. Data primer, data ini diperoleh dari penelitian di lapangan, dengan cara

Interview (wawancara) secara langsung dengan subjek penelitian.®

b. Data sekunder, dilakukan dengan studi Pustaka.

Penelitian berupa peraturan-peraturan, kitab figih dan buku buku serta
literatur yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada
hubungannya dengan perkawinan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah
tulisan hasil-hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori.

7. Instrumen Penelitian

% Arif Subyantoro, FX. Suwarto. 2006. Metode dan Teknik Penelitian Sosial. Yogyakarta:
Andi. him. 97.
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Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai
untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai key instrumen
atau alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti harus dapat
mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal di mana hal ini tidak
bisa dilakukan dengan kuesioner, angket atau yang lainnya. Oleh karena itu,
kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-
prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik
dengan subjek penelitian.

Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan perencanaan, pelaksana,
pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrumen,
menyusun Kisi-kisi instrumen, berdasarkan kisi-Kisi tersebut peneliti menyusun
item dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan. Pelaksanaannya meliputi
pengamatan atau observasi langsung dengan mengamati informan secara langsung
di lapangan.

8. Analisis Dan Pembahasan

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode
yuridis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan
merangkai data dari bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis
sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan atau masalah yang diteliti.’
Analisis yuridis menguraikan data yang berupa berbagai peraturan perundang-

undangan di bidang hukum perkawinan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

57 Soerjono Soekanto. 2011. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UT Press. Cet- I. him
250.
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sistematis, lengkap dan terinci serta dikaitkan dengan aspek budaya hukum sesuai
dengan pokok bahasan sehingga akan memudahkan interpretasi data dan dalam
mengambil kesimpulan. Setelah data dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan.
9. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-
legal. Pendekatan sosio-legal adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum
sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang
nyata”.%® Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang
bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun
langsung ke obyeknya yaitu mengetahui budaya hukum di masyarakat Islam pesisir
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan pernikahan masa
iddah.
H. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam

pembahasan dan sistematis maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai
berikut.

Pada bab Pertama ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas
penelitian, landasan teori, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika untuk
mengarahkan pada pembaca kepada subtansi peneliti ini. Selanjutnya dalam bab Kedua
kajian teori tentang masa iddah A. Pengertian masa iddah a. Menurut Undang-undang dan
Hukum Islam b. Macam-macam masa iddah c. lddah menurut ulama dan hukum Islam d.
Dasar Hukum lddah e. Iddah menurut hukum positif f. Larangan dalam masa iddah g. Hikmah
dan tujuan lddah Sedangkan pada bab Ketiga, Pandangan di masyarakat Islam Pesisir

Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam kasus nikah dalam masa iddah, a. Eksisting
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masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes b. Pandangan Masyarakat
dan Tokoh Agama di Pesisir Kabupaten Cirebon Tentang Penentuan Masa Iddah c.
Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama di Pesisir Kabupaten Brebes Tentang
Penentuan Masa lddah d. Karakteristik tokoh agama di pesisir Kabupaten Brebes e. Sistem
Hukum terhadap Pandangan Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes
Tentang Penentuan Masa Iddah

Bab Keempat Kasus Praktik nikah dalam masa iddah di Masyarakat Islam pesisir
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. a. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di
Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon b. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di
Masyarakat Islam Pesisir c. Karakteristik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten
Brebes d. Sistem Hukum Terhadap Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam
Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. bab Lima Penutup a. Kesimpulan b.

Saran-saran.

%8 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press. him. 51.
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BAB I1

KAJIAN TEORITIS TENTANG MASA IDDAH

A. Pengertian iddah

Iddah adalah berasal dari kata al-add dan al-iksha’ yang berarti
bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan
yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun
makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan
setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu
ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci
atau dengan bilangan bulan.®®

Secara terminologi para ulama’ telah merumuskan pengertian iddah
dengan beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut.

Perempuan yang bercerai dari suaminya, wajib menjalani masa,
iddah, yaitu masa di mana ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.®
Kata iddah diambil dari kata, al-adad atau bilangan, karna maknanya
mengandung pengertian  bilangan (Quru’) dan bulan, menurut
kebanyakan.®* Menurut istilah, kata, iddah adalah sebutan atau nama bagi

suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan

59 Abdul Qadir Mansyur. 2012. Figh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah.
Buku Pintar Figih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum
Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman. cet.1, hal. 124
Amir Syarifuddin. 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta:
Kencana. him.304.
4 Zainuddin Bin Abdul Aziz. 2013.Terjemah Fathul Mu’in, jilid 11. Bandung: Sinar Baru
Algensindo. him.1402.
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perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan
baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa
QOuru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.5?

Iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syar’i pasca
perceraian, di mana pada masa tersebut seorang perempuan di wajibkan
menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa iddah-nya.5
Kewajiban menjalankan masa iddah bagi perempuan yang telah terjadi
perceraian ataupun kematian suaminya di dasarkan pada Al-Qur’an Qs. Al-

Bagarah (2) : 228

5 < g X iy
d a4 L\ u@ | by 1yl i )
! . A1) !
ik iy
.
Ny Ny ale b ‘
S R ST P I EI S F R SV
020 : o '
]J ; ‘J‘, ph JS
)
cidrd il i;”\i;‘éflj\%\m’ ¥ " Gl adEe 0, B vk
AR A RECAU S A ] Ut AR L

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu)  tiga  kali  quru’.tidak  boleh  mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana. Quru’ dapat diartikan suci atau haid. Hal
ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An
Nisaa' ayat 34).

62 Amir Syarifuddin. Op.cit. him. 304
63 Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha

52



IImu.him. 30.

53



Penjelasan ayat yang telah disebutkan di atas “Tiga kali quru”™ bersifat
umum karena quru’ memiliki dua arti yang berbeda yang pertama adalah haid dan
yang kedua adalah suci. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai
arti quru’apakah diartikan haid ataupun suci.

Ulama yang berpendapat quru adalah suci di antaranya Imam Malik, Imam
Syafi’i, Ummul mu’min Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Ahli fikih
yang tujuh (Fugaha Sab’ah), Aba’an bin Ustman, Zuhri dan mayoritas ahli fikih
madinah.

Sedangkan yang berpendapat quru adalah haid diantaranya Abu bakar,
Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.%* Iddah menurut syara’
adalah masa menunggunya perempuan (istri) untuk mengetahui kesucian rahimnya
dari hamil atau untuk ibadah dan karena menunjukkan rasa sedih atas meninggalnya
suami. Pada dasarnya iddah dilakukan untuk menjaga tidak terjadinya percampuran
nasab.®

Iddah diharuskan bagi perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh
suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk meyakinkan kosongnya rahim
dari kandungan. Jika rahim perempuan tersebut berisi sel yang akan menjadi anak,
maka dalam masa iddah inilah tandatangannya terlihat. Maka dari itu, perempuan
yang telah dicerai harus menunggu dalam waktu yang telah ditentukan. Jika ia
menikah lagi dalam masa iddah-nya, pastinya akan bercampur di dalam rahimnya

dua macam sel (mani), sel dari suami pertama, dan sel dari suami kedua. Apabila

6 Syaikh Asy-Syanggithi. 2006. Adhawa 'ul Bayan Jilid . Terj. Fathurrazi. Jakarta: Pustaka
Azam. hlm. 337.

65 Abu bakar Ustman bin Muhammad Shattha al-Dimyati. 2002. Hashiyah I’annah ath
Thalibin, Juz I11. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah. him 60.
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anak tersebut lahir, maka akan tidak tentu nasabnya. Dalam hal ini tidak dibenarkan
dalam Islam.%®

Adapun menurut istilah fikih iddah berarti masa yang diperkirakan oleh
syariat bagi perempuan untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan
suami setelah adanya perpisahan.t” Perempuan yang telah berpisah dari suaminya,
baik karena cerai ataupun wafat, harus ber-iddah. Karena dalam Al-Qur’an telah
dijelaskan dalam surat ath-Thalaq ayat 1.

Iddah menurut ulama Hanaifiyah terdapat dua pemahaman. Pertama, iddah
merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari
pernikahan. Kedua, iddah merupakan masa menunggu yang secara umum
dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena
perceraian maupun kematian.5®

Iddah menurut ulama Mallikiyah mendefinisikan iddah sebagai masa
dilarang menikah bagi wanita disebabkan karena talak, meninggalnya suami, atau
sebab Fasakh.%® Begitu juga dengan ulama Shaif i ‘iyah mengartikan iddah sebagai
masa menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui bersihnya rahim, untuk
beribadah, atau sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami.”

Menurut Abu Yahya Zakariyya al-Ansari al-iddah adalah masa tunggu

seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk beribadah dan untuk

% lbnu Mas’id dan Zainal Abidin S. 2007. Figih Madzhab Syafi i: Muamalat, Munakahat,
Jinayat. Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia. him. 372.

7 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid. 2003. Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Shari’ati al-
Islamiyah. Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah. him. 346.

88 Abdurrahman al-jaziri. 1996. itab al-Figh ‘4la@ al-Madhaib al-4rba ‘ah, Juz IV. Beirut: Dar
al-Fikr. him.448.

%9 Ibid, him.450.

0 1bid, hlm. 452.
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berkabung (tafajju) atas kematian suaminya.” Menurut Muhammad Rawwas
Qal’ahji dalam ensiklopedia fikih al-iddah adalah penantian seorang wanita dalam
jangka waktu yang ditentukan oleh syara’ karena kematian suaminya, perceraian,
segala fasakh (rusaknya akad nikah) atau pemisahan.’?

Menurut Syaikh al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin
Qosim Asy-Syafi’i al-iddah adalah masa menunggu bagi perempuan (yang dicerai).
Untuk diketahui rahimnya bebas dengan beberapa suci atau beberapa bulan atau
pula dengan melahirkan kandungan. Dan perempuan yang di al-iddah ada dua
macam, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak ditinggal mati
suaminya.”®

Menurut Thabathaba’i dalam penafsirannya seorang perempuan yang
berada dalam masa al-iddah mengandung makna bahwa dia tengah menahan diri
dari menikah lagi, supaya sperma suami pertama dan suami berikutnya tidak
bercampur, agar silsilah keturunan dan pertalian darah tidak rusak.’

Dalam kamus disebutkan, iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita
dan berkabungnya terhadap suami. Dalam istilah fugaha iddah adalah masa
menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Iddah sudah dikenal sejak masa
jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam

ditetapkan Islam karena maslahat. Iddah di antara kekhususan kaum wanita

" Indar. 2010. “A4/-Iddah dalam Keadilan Gender . Studi Gender dan Anak. him.108.

2 Muhammad Rawwas Qal’ahji. 1999. Ensiklopedia Figih Umar bin Khatab. terjemah
Abdul Mujieb. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. him. 160.

3 Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi’i. Tt. Fathul
Qarib, terjemah Imran Abu Umar Jilid I1. Kudus: Menara Kudus. him. 81-82.

74 Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathaba’i. 2011. Tafsir Al-Mizan, terjemah llyas
Hasan Jilid 1V. Jakarta: Lentera. him. 33.
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walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu,
tidak halal menikahi kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai. Iddah termasuk
di antara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau
lingkungan. Allah telah menjelaskan dengan jelas dan sempurna dalam Al-Qur’an
dan tidak ada keganjilan sedikitpun.”

Ketentuan Al-Qur’an tentang iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak
harus di ikuti, karena inilah syari’at yang diturunkan kepada manusia untuk
kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuan-
Nya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu
apa alasan Allah SWT mensyariatkan iddah bagi seorang perempuan, Al-Qur’an
tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan Al-Qur’an tentang hal ini tidaklah
menunjukkan titik lemah dari Al-Qur’an. Justru inilah cara Allah SWT memberi
kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syari’at yang diturunkan-Nya. Apa
alasan yang tepat dari pemberlakuan iddah ini, Allah SWT kembalikan kepada
manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau
mencari alasan pemberlakuan iddah itu kepada kaum perempuan.

Sebenarnya, pemberlakuan iddah bagi perempuan setelah terjadi perceraian
bukanlah syari’at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan iddah sudah ada
sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan

yang ditinggal mati suaminya. Tetapi, penerapan iddah yang bersamaan dengan

S Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. Figh
Munakahat. Jakarta: Amzah. him. 318.
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Ihdad sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat
menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.’®

Iddah bagi perempuan sudah diatur ditetapkan oleh hukum syara’ karena di
dalamnya terdapat hikmah dan banyak kemaslahatan. Hikmah adanya perceraian
supaya ada kesempatan untuk berpikir lebih dalam tentang perkawinan, atau
berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk mencari pasangan hidup yang baru.17
Kemaslahatan yang dapat diambil dengan adanya iddah antara lain, untuk
melindungi dan memelihara keturunan (nasab) dari percampuran dengan laki-laki
lain yang akan dinikahinya. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa iddah
tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari
adanya janin yang ada dalam rahimnya.’” Juga dalam masa iddah mengandung nilai
ibadah bagi perempuan, yakni menaati perintah Allah SWT."®

Setiap seruan Allah SWT dapat dipahami oleh akal. Kenapa Allah SWT
menyuruh, tentunya ada kemaslahatan untuk umat manusia, apakah dijelaskan
sendiri alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan itu
dilarang, tentunya juga ada kemaslahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk
ke dalam kehancuran. Hal inilah yang esensi dan substantif dari disyari’atkannya
lewat nash di dalamnya terdapat hakikat kemaslahatan.

Tujuan dari Maqgasid al-Syari’ah adalah untuk kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan tersebut tidak bisa diketahui tanpa memahami terlebih dahulu

8 Abu Yazid, Figh Realitas. 2005. Respon Ma ’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam
Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. him. 323-324.

" Nunung Radliyah. 2009. “Fungsi iddah Bagi Permpuan (Perspektif Hukum Perkawinan
Islam), al-ahwal-jurnal Hukum Keluarga Islam”. vol 2 No. 2. hlm. 303-304

8 Muhammad Sodik (Editor), op.cit., him. 247
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kandungan dari magasid al-syariah. Salah satu aspek yang penting dalam
memahami syari’at Khususnya yang terdapat dalam Al-Qur’an adalah melalui
bunyi lafadznya. Misalnya, yang berkenaan tentang iddah yang terdapat dalam Al-
Qur’an surat al-Bagarah ayat 228 bahwa kata quru’, lafadz ini digunakan untuk
dua maksud dengan pemahaman yang sama. Oleh karena itu, dengan memahami
lafadz tersebut, maka semua mujtahid tidak keluar dari konteks lafadz, mereka
hanya berbeda dalam hal sejauh mana kedekatan ijtihadnya dengan lafadz.”
B. Macam-macam lddah

Berdasarkan penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam nash Al-Qur’an
dan as-sunnah maka para fugaha dalam kitab-kitab figih membagi iddah menjadi
tiga dengan berdasar pada masa haid dan suci, bilangan bulan dan dengan
melahirkan. Dan kalau dicermati lebih dalam penentuan masa iddah itu sendiri
sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan istri dan akad
perkawinan.®

Jika dilihat dari dalil-dalil di dalam Al-Quran maka iddah ada tiga macam,
yaitu iddah dengan hitungan bulan, iddah dengan hitungan guru’ dan iddah dengan
waktu hamil yang akan selesai iddah-nya dengan melahirkan.8!

Pertama, iddah dengan melahirkan. Iddah wanita hamil batasannya sampai

wanita tersebut melahirkan. Dasar iddah jenis ini adalah firman Allah SWT dalam

9 Arif Wibowo. 2012. Magasid al-Syari’ah: The Ultimate Objective of Syari’ah.
Wonokromo: Islamic Finance. him. 7

80 Muhammad Zaid al lbyani.tt. syarh al Ahkam asy Syafi ‘ivah fi ahwal asy syakhsiyyah.
Bairut: maktabah an Nahdah. Cet. 1. him, 429,

81 Abu Zahroh. Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah. Dar: al-Fikr al-*Arabiy. n.d. him. 374.
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surah yang artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Talaq: 4).

Abu Zahrah mensyaratkan bahwa iddah dianggap selesai jika yang
dilahirkan sudah jelas berbentuk manusia walaupun sebagian, tidak cukup hanya
segumpal darah atau segumpal daging. Apabila yang lahir segumpal darah atau
segumpal daging maka iddah-nya belum selesai. Karena jika tidak jelas bentuk
yang dilahirkan maka tidak diketahui bahwa wanita tersebut hamil. Bisa jadi dia
hamil dan bisa jadi tidak hamil. lddah tidak selesai dengan sesuatu yang samar.
Sedangkan kaidah asal mengatakan (yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang
samar).%2

Kedua, iddah dengan quru’ iddah jenis ini digunakan bagi wanita yang cerai
bukan karena kematian suaminya. Dalil yang menjelaskan iddah jenis ini adalah
surat al-Bagarah ayat 228 yang artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhakmerujukinya
dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata guru’ sendiri adalah kata musytarak la mempunyai dua makna yang
berbeda. Bagi mazhab Hanafi dan Hambali kata quru’ bermakna haid, sedang

menurut mazhab asy-Syafi ‘i dan maliki kata quru’ bermakna suci.®®

82 Zahroh Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah.
8 Wahbah Al-Zuhaili.Al-Figh Al-Islamiy Wa Adillatuh Juz VII. Damaskus: n.d. him. 599.
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Dampak dari penggunaan makna quru’ dengan suci dan haid diantaranya
adalah:

a. Jika yang digunakan adalah makna haid maka masa tunggu bagi
wanita yang ditalak suaminya menjadi lebih lama daripada makna
suci. Dengan ini penggunaan makna haid dalam kata quru’ lebih
hati-hati.

b. Jika yang digunakan adalah makna suci, maka wanita yang iddah
dengan quru’ akan lebih pendek masanya jika dibanding dengan
penggunaan makna haid. Ini akan meringankan beban wanita
tersebut untuk tidak menunggu lebih lama.®*

Menurut pendapat pertama yang mewajibkan tiga kali haid secara
sempurna, jika dicontohkan dengan kebiasaan masa haid pada umumnya yaitu 7
hari, maka cara menghitung iddah-nya ketika ditalak pada masa suci kemudian haid
adalah sebagai berikut:®

Haid | 7 hari + 23 hari = 30 hari

Haid Il 7 hari + 23 hari = 30 hari

Haid 111 7 hari =7hari +

Maka total iddah-nya =67 hari
Namun apabila menggunakan makna guru’ dengan suci maka jumlah iddah-
nya bisa hanya 59 hari. Cara menghitung semisal ketika wanita ditalak satu hari

sebelum haid adalah sebagai berikut:

84 Cholidi. 2016. Tsalatsa Quru - Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih. Nurani 6:
no. 1131-133.
8 Ibid
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Sucipertama 1 hari =1 hari
Suci kedua =29 hari

Suci ketiga = 29 hari +

Maka total iddah-nya adalah = 59 hari

Iddah semacam ini adalah iddah bagi wanita yang masih haid. Apa bila
wanita yang masih kecil belum haid atau wanita yang sudah menopause maka

hitungan iddah-nya menggunakan hitungan bulan.

Ketiga adalah iddah dengan hitungan bulan, iddah jenis ini dibagi menjadi
dua bagian.
a. Iddah yang asli menggunakan hitungan bulan.
b. Iddah yang aslinya menggunakan guru’ dan digunakan hitungan
bulan karena tidak bisa menggunakan hitungan quru .

Iddah yang asli menggunakan hitungan bulan adalah iddah-nya wanita yang
ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil. iddah wanita tersebut
adalah 4 bulan 10 hari. Pendapat ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat
al-Bagarah ayat 234 yang artinya.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan

istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah)

empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka

tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Adapun iddah yang aslinya menggunakan hitungan quru’ diganti dengan

bulan adalah iddah-nya wanita yang belum haid dan wanita yang sudah tidak haid.
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Wanita yang demikian, maka iddah-nya diganti dengan 3 (tiga) bulan.®® Ini
berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat at-Talag ayat 4 yang artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid (menopause) lagi di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya),
maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu
iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan
barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya.”

Ada juga wanita yang ditalak tanpa iddah. la adalah wanita yang ditalak
sebelum digauli seperti yang diterangkan dalam Firman Allah SWT dalam surat al-
Ahzab ayat 49 yang artinya.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah

(hadiah untuk membuat mereka senang) dan lepaskanlah mereka itu dengan

cara yang sebaik- baiknya (QS. Al Ahzab: 49).

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam masa iddah, penentuan masa
iddah yang pertama disesuaikan dengan kondisi perempuan atau istri ketika terjadi
perceraian dan yang kedua disesuaikan dengan sebab terjadinya perceraian.
Macam-macam masa iddah yang disesuaikan dengan kondisi perempuan atau istri
ketika terjadi perceraian yaitu.

1. Sebelum hubungan atau sesudah hubungan suami istri

Perempuan yang putus perkawinanya karena talak atau fasakh dan

belum melakukan hubungan suami istri (qabla ad-dukhul) tidak memiliki

8 Zahroh. Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah. him. 375-376.
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kewajiban untuk menjalankan masa iddah. Hal ini sesuai dengan ayat QS.

Al-Ahzab (33) : 49
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak
wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. Yang

dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan
hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.

2. Dalam Kondisi Haid atau Suci

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh
sedangkan dia dalam keadaan haid maka diwajibkan baginya menjalankan
iddah selama tiga kali quru’ (tiga kali masa haid atau suci)
3. Dalam Kondisi Hamil atau tidak

Istri yang mengalami perceraian sedangkan dia masih dalam
keadaan hamil maka iddah-nya sampai dengan melahirkan. Jika seorang
istri mengalami perceraian dan ia tidak dalam kondisi hamil maka masa
iddah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan
di atas.®” Hal ini sesuai dengan Qs. Ath Thalaq (65): 4 yang berbunyi
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Artinya:

“dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu
(pula)perempuan-perempuan yang tidak haid. dan
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan
barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

4. Iddah atas istri yang tidak memiliki kebiasaan menstruasi (haid).

Bagi perempuan yang tidak haid maka iddah-nya selama tiga bulan. Hal ini
dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang
tidak haid, baik haid masih berlangsung ataupun terputus haidnya setelahnya.®®

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya sedangkan ia tidak memiliki
kebiasaan menstruasi, baik karena memang ia belum pernah mengalaminya ataupun
ia sudah masuk pada masa menopause (sudah lanjut usia) maka iddah-nya adalah

tiga bulan.® Hal ini sesuai dengan Qs. Ath-Thalaq (65): 4 yang berbunyi.
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Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-
ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah
tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak
haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang —
siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya.

8 Ali Yusur As-Subki. Figh Keluarga. him. 352
89 Muhammad Baghir. 2008. Figh Praktis I1. Bandung: Karisma. him. 223
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Di atas telah dijelaskan masa iddah yang harus dijalankan oleh seorang

perempuan sesuai dengan kondisi seorang perempuan ketika diceraikan oleh

suaminya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai masa iddah yang harus dijalankan

oleh perempuan berdasarkan sebab perceraiannya, jika ditinjau dari sebab

perceraian maka perceraian dapat dibagi menjadi dua yaitu.

yaitu.

a. CeraiHidup

Yang dimaksud dengan cerai hidup adalah perceraian karena seorang
istri ditalak suaminya maka masa iddah yang harus dilakukan sesuai

dengan keadaan istri ketika diceraikan suaminya.

. Cerai Mati

Yang dimaksud cerai mati adalah perceraian yang terjadi disebabkan
oleh meninggalnya seorang suami. Masa iddah yang harus dijalani oleh
perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan
sepuluh hari.

Jika terjadi dua kondisi sekaligus seperti halnya perempuan ditinggal
mati oleh suaminya kemudian beberapa minggu kemudian sang istri
hamil maka menurut mayoritas ulama termasuk Ibn Rusyd masa iddah
yang harus di jalani adalah sampai perempuan tersebut melahirkan anak

di dalam kandungannya®

Menurut sebab musababnya al-iddah dibagi menjadi beberapa macam,

1. Al-lddah Talak

% Wahyudi, Figh Iddah, him. 89
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Al-iddah talak yaitu al-iddah yang terjadi karena perceraian, adapun
perempuan-perempuan yang berada dalam al-iddah talak yaitu:
a. Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid.
Adapun al-iddah nya tiga kali suci atau tiga kali haid, dan
dinamakan juga tiga kali guru . Ini berdasarkan firman Allah QS.

Al-Bagarah: 228
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Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.
dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak
yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi
Para suami,mempunyai satu tingkatan kelebihandaripada isterinya. dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ini merupakan perintah Allah kepada
para wanita yang telah dicerai suami-suami mereka. Mereka memiliki masa tunggu
selama tiga kali quru’. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim,
Al-Qosim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abban bin
Utsman, Atha’ bin Abi Rabbah, Qatadah, az-Zuhri dan ahli fikih, seperti mazhab

Maliki, Syafi’i, Abu Daud, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa quru’ bermakna
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suci.®! Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal quru’
bermakna haid. %

Adapun asbabul nuzul ayat ini yaitu, dalam suatu riwayat dikemukakan
bahwa Asma’ binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyyah berrkata mengenai turunnya
ayat tersebut, “pada zaman Rasulullah saw, aku ditalak oleh suamiku disaat belum
ada hukum al-iddah bagi wanita yang di talak. Maka Allah menetapkan hukum al-
iddah bagi wanita menunggu setelah bersuci dari tiga haid. Diriwayatkan oleh Abu
Daud dan Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari Asma binti Yazid bin as-Sakan.%

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ismail bin Abdillah al-Ghifari

menceraikan istrinya, Qathilah di zaman Rasulullah saw. la sendiri tidak
mengetahui bahwa istrinya hamil. Setelah ia mengetahuinya, ia pun rujuk kepada
istrinya. Istrinya melahirkan dan meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah
QS. al-Bagarah: 228 yang menegaskan betapa pentingnya masa al-iddah bagi
wanita untuk mengetahui hamil tidaknya seorang istri. Diriwayatkan oleh ats-
tsa’labi dan Hibatullah bin Salamah didalam kitab an- Nasikh, yang bersumber dari
al-Kalbi dan Mugatil.**
Di dalam ilmu modern, terdapat seorang ilmuan yang menemukan fungsi
atau manfaat terbaru dari diterapkannya masa al-iddah. Beliau adalah Dr. Javed

Jamil, Directur program for Ethical, Akademis, and Cultural Enterprises di

%1 |bnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir. 2015. terj Arif Rahman Hakim, dkk, Jil 2. Surakarta:
Insan Kamil. him. 296-297.

%2 Ibid. him. 298

% Dahlan, Zaka al farisi. 2000. Ashabul Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-
Ayat al-Qur’an. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. him. 77

% Ibid. him. 78
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Saharanpur, India. Beliau mengatakan bahwa al-iddah sangat membantu dalam
mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui
hubungan seks (sex-transmitted diseases).®

Beliau menjelaskan : Dapat di ketahui bahwa dalam sipilis, misalnya rata-
rata masa inkubasi (penyakit) adalah dua puluh satu hari, tetapi dapat beragam 10
sampai 90 hari (yaitu tiga bulan). Begitu juga bagi penyakit-penyakit seks menular
lainnya, lymphoma granulae, masa inkubasi beragam dari satu minggu sampai
tiga bulan. Dalam kasus AIDS, sementara masa inkubasi dapat selama lima sampai
10 tahun, tes darah untuk virus HIV menjadi positif kebanyakan dalam waktu tiga
bulan. Oleh karena itu, untuk mengatasi penyebaran HIV, sebelum menikah lagi
baik pihak perempuan maupun laki-laki dapat memeriksakan diri mereka untuk
mengetahui kemungkinan mengidap HIV segera setelah masa al-iddah berakhir.
Jika hasil tes darah negatif, berarti tidak ada kemungkinan.

Demikianlah masa iddah selama tiga bulan ternyata merupakan rata-rata
masa inkubasi, yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah seseorang terkena
penyakit seks menular atau tidak.

a. Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik ia

perempuan yang belum haid dan perempuan tua yang tidak haid.
Adapun al-iddah-nya tiga bulan. Ini berdasarkan firman Allah QS. At-

Thalaqg: 4

% Nunung Rodliyah. 2008. “Fungsi Iddah bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum
Perkawinan Islam”. llmu Agama dan IImu Sosial: Lingkar IImu Studi liImu Agama dan lImu Sosial
(LinkSAS). him. 982.
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Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause)
di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada
Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika turun ayat tentang al-iddah
wanita didalam QS. Al-Bagarah: 226-237, para sahabat berkata: masih ada masalah
al-iddah wanita yang belum disebut di dalam al-Qur’an, yaitu al-iddah wanita
muda yang belum haid, dan yang sudah tua (tidak haid lagi), dan yang hamil. Maka
turunlah ayat ini (QS. at-Thalag:4) yang menegaskan bahwa masa al-iddah bagi
wanita muda yang belum haid dan wanita yang sudah berhenti haid ialah tiga bulan,
sedangkan al-iddah bagi wanita yang hamil ialah hingga melahirkan. Diriwayatkan
oleh Ibnu Jarir, Ishag bin Rahawaihi, al-Hakim, dan lain-lain, yang bersumber dari
Ubay bin Ka’b, isnad hadis ini shahih.%
b. Perempuan-perempuan yang dicerai suaminya tetapi belum dicampuri,
maka tidak ada al-iddah baginya.®” berdasarkan firman Allah QS. Al-
Ahzab:49
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas

mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka
berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang

% Dahlan, Zaka al farisi. ASBABUL NUZUL latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat
Al-Qur’an hlm. 584,

%Sulaiman Rasjid. 1997. Fikih Islam; Hukum Figih Islam. Bandung: Sinar Baru
Algensindo. him. 416
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sebaik- baiknya.Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk
menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.

2. Al-lddah Hamil

Wanita hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa iddah
sampai melahirkan kandunganya.®®

Seperti yang telah dijelaskan di dalam firman Allah swt yang berbunyi:
Attalaq ayat 4
C. Iddah Menurut Ulama dan Hukum Islam

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup
berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, Islam
mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan
yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum
perkawinan dalam.%

Agama Islam mengatur secara tegas dan jelas masalah perkawinan. Dengan
adanya ketentuan agama yang tegas, akan menjamin ketenangan dan kebahagiaan,
perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama dan
kebahagiaan hakiki yang di dapati dalam kehidupan bersama yang diikat oleh
“Pernikahan”.

Perkawinan yang sehari-hari di sebut “Nikah” artinya mengadakan
perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk melaksanakan

kehidupan suami istri dan hidup berumah tangga.

% Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. Figih Munakahat. Jakarta: Amzah. him 323
9 Abd. Rahman Ghazaly. 2006. Figih Munakahat. Jakarta: Kencana. Cet. Ke I1. hIm.3
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Perkawinan bisa saja dibatalkan, batal yaitu rusaknya hukum yang
ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan
rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’. Selain tidak memenuhi syarat
dan rukun juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara
umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak
memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang
dan diharamkan oleh agama.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan
fasakh. Yang dimaksud dengan mem-fasakh nikah adalah memutuskan dan
membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak
terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain
yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Pisahnya
suami isteri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Talak ada talak
raj’i dan talak ba’in. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan
seketika, sedangkan talak ba’in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh,
baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena syarat-syarat yang tidak
terpenuhi ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Adapun salah satu sebab batalnya suatu perkawinan adalah perempuan yang
dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Sebagaimana terdapat

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 71 ayat 3%,

100 1bid,. him. 141-152.

101 Abdurrahman.1995. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: CV. Akademika
Pressindo. cet. Ke-I1. him. 43.
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Seluruh ulama sepakat bahwa perempuan yang masih berada dalam masa
iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti perempuan yang masih bersuami baik dia
ber-iddah karena ditinggal mati suami, dicerai raj i maupun ba ’in. Ini berdasarkan
atas firman Allah, surat al-Bagarah, ayat 228 yang artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali

quru’. 102

Di lanjutkan dalam surat al-Bagarah, ayat 234 yang artinya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah)

empat bulan sepuluh hari.1®

Ber-iddah artinya bersabar dan menunggu. Namun apabila pernikahan
terlanjur tejadi dalam masa iddah, maka di sini terdapat perbedaan pendapat para
ulama. Menurut Syafi’i dan Hanafi bahwa kedua orang itu harus diceraikan dan bila
perempuan tersebut sudah habis masa iddah-nya, maka tidak ada halangan bagi
laki-laki itu mengawininya untuk yang kedua kalinya.%4

Menurut imam yang beraliran Hambali bahwa apabila seorang laki-laki
mengawini perempuan yang sedang ber-iddah, padahal mereka berdua tahu bahwa
si perempuannya sedang ber-iddah dan haram kawin, lalu si laki-laki
mencampurinya, maka mereka dihukumi sebagai telah berzina, dan mereka berdua
wajib dijatuhi hukuman zina. Aliran Hambali juga mengatakan bahwa apabila

seorang perempuan berzina, maka bagi yang mengetahui hal itu tidak boleh

102 Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahan. Bandung:
PT. Syaamil Cipta Media. him. 33.

103 1hid,.him 35

104 Ibnu Rusyd. 2007. Bidayat Al-Mujtahid. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta:
Pustaka Azzam. jilid ke-11. him. 91.
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mengawininya kecuali dengan dua syarat: habis masa iddah-nya dan dia telah
bertaubat. Sepanjang kedua persyaratan itu telah terpenuhi, maka laki-laki itu dan
juga laki-laki lainnya, boleh mengawininya. Berdasarkan itu, maka perkawinan
ketika si perempuan masih dalam keadaan iddah, bagi Hambali tidak menyebabkan
terjadinya keharaman yang bersifat selamanya. Berbeda halnya menurut pendapat
Imam Malik, menurut beliau, kedua orang tersebut harus dipisahkan atau
pernikahannya dibatalkan manakala laki-laki itu kemudian mencampurinya (di saat
masih ber-iddah) maka perempuan itu menjadi haram baginya untuk selama-
lamanya, tapi apabila belum dicampurinya maka perempuan itu tidak haram
baginya®.

Nikah masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih
dalam masa iddah baik karena perceraian maupun karena kematian. Pernikahan ini
batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka dipisahkan karena batalnya akad dan
ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya.
Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa iddah-nya. Hal ini
juga berdasarkan firman Allah Swt.

a. Al-Quransurat Al-Bagarah ayat 235 :
Artinya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beragad
nikah, sebelum habis iddah-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-

Nyal0s,

105 Muhammad Jawad Mugniyah. 2001. Figih Lima Mazhab. terj. Masykur A B, dkk.
Jakarta: Lentera. him. 343.

106 Fagih. Hukum Perkawinan Islam. Pada bagian lampiran Undang-undang No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam. him. 205-253.
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b. Sayyid Sabig menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati
suaminya wajib atasnya al-hidad selama masa iddah Nabi Saw
bersabda yang artinya: istri yang beriman kepada Allah dilarang
bergabung lebih dari 3 hari, kecuali kepada suami, karena masa
bergabungnya empat bulan 10 hari. Lebih dari itu menurut Abdul
Majid Mahmud Matlub dalam kitabnya al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah
al-Islamiyah menyebutkan bahwa diperkirakan iddah bagi wanita
yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan
sepuluh hari, dan jika wanita tersebut diketahui kehamilannya dan
pada waktu yang bersamaan suami meninggal, maka wanita tersebut
tetap menjalankan iddah hingga melahirkan, bukan iddah kematian
suaminya selama 4 bulan 10 hari'®’,

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab VI
Larangan Kawin; Pasal 40 yang berbunyi Dilarang melangsungkan
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena
keadaan tertentu.

a) Karena wanita bersangkutan masih terikat perkawinan
dengan pria lain;

b) Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria
lain;

c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

107 Jamhuri dan 1zzudin Juliara. 2017. “Penggabungan |ddah Wanita Hamil Dan Kematian
Suami.” Jurnal Hukum Keluarga Islam Samara: no. 1.
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Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku | Hukum
Perkawinan; Bab XI Batalnya Perkawinan; Pasal 71 (c). Dalam Pasal ini dijelaskan
bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih
dalam iddah dan suami lain. Berdasarkan penjelasan kedua Pasal di atas dari sini
sudah sangat jelas bahwa perkawinan dalam masa iddah ini tidak dapat
dilaksanakan, dan apabila terlaksana maka perkawinan ini dapat dibatalkan seperti
pada Pasal 71 (c) di atas.

D. Dasar Hukum lddah

Menjalani masa iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari
suaminya, perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai
hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani
masa iddah itu.

Iddah hukum wajib bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan
suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Adapun kewajiban melakukan iddah ini
berlaku bagi wanita-wanita berikutnya.'%® lddah wajib bagi seorang istri yang
dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor
lain.1%® Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Swt dalam Surat al-
Bagarah 234:
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108 Muhammad ad-dasugi. 2011. al-ahwal ash shaksiyah fil Madhabi ash-Shafi i. Kairo:
Darusalam. hlm 231

109 Syaikh Kamil Muhammad Muhammad. 1998. Uwaidah, Al-Jami fi Fighi al-Nisa’; Figih
Wanita, Terj. M. Abdul Ghofar, EM. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. cet.1. him. 449,
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Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan
dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila
telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali)
membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang
patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Iddah diwajibkan secara syari’at berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma.'*

Di dalam Al-Qur’an, ayat-ayat yang digunakan sandaran tentang konsep iddah ada
empat ayat pokok yakni surah Al-Bagarah ayat 228, Al-Bagarah ayat 234, Al-Ahzab
ayat 49 dan At-Thalaq ayat 4.*

Perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai
dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari
suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak,
masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani

massa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al- Qur’an, diantaranya adalah firman

Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 228
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Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri

(menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

110 Wahbah zuhaili.2007. Fighul Islam wa Adillatuhu, jilid IX.: Jakarta. Gema Insani, him.
535
11 Amir Syarifuddin, Op.cit., him. 304.
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tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.!'?

Berdasarkan firman Allah di atas dapat di artikan menjadi 3 yaitu :

a. Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru’.

b. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

c. Dansuaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah.

Dengan mencermati surah Al-Bagarah ayat 228 tersebut quru’ dapat
diartikan suci atau haidh. Bagi perempuan yang di talak dan mereka pernah atau
masih mengalami haid, belum menopouse atau bukan perempuan yang belum
pernah haidh karena dibawah umur, maka bagi mereka harus melaksanakan masa
iddah (masa menunggu) selama tiga kali sejak lapal talak dijatuhkan. Dan
perempuan-perempuan yang berada dalam masa iddah memiliki kewajiban untuk
menahan keinginan untuk menikah kembali serta menahan nafsu dan syahwatnya
sampai berakhir massa iddah tersebut.*3

Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah
dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk
menunggu selama tiga kali guru’. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga
quru’ (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika

menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.

112 QS. Al-Bagarah: 228
13T obibatus saadah. 2013. Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1. Yogyakata: IDEA Press. him.
130
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E. lddah Menurut Hukum Positif.

Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan Perkawinan ialah ikatan
lahir batin Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.''*

Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 BAB Il Pasal 8 huruf f yang
mengatur tentang syarat-syarat perkawinan menyatakan bahwa perkawinan
dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan
lainnya dilarang kawin, di dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa bagi seorang wanita
yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.t*®

Menikah sebenarnya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seseorang
yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang
memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu untuk mengemban
tanggung jawabnya dengan baik. Menikah dalam kondisi apapun sebenarnya
memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keabsahan dan legalitas sosial.
Menjadi berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang masih
dalam masa tunggu (iddah).

Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya,
baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa

iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-

114 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, ..., him. 47.
115 Republik Indonesia.Undang-undang Rl Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam. him. 5.
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istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (Qabla dukhul)
maka dia tidak mempunyai masa iddah.!®

Dalam UU No. 1tahun 1974 Pasal 11 dan KHI Pasal 153 dijelaskan bahwa.

1. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu

tunggu.

2. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur

dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Masa iddah dalam Pasal 153
KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat
macam vyaitu: 1. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya; 2.
Putus pernikahan karena perceraian; 3. Putus pernikahan karena khulu’,
fasakh dan /i’an; dan 4. lIstri ditalak raj’i kemudian ditinggal mati
suaminya pada masa iddah.t’

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam Pasal 11 ayat 1 undang-undang
perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa “Bagi scorang wanita yang putus
perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Dalam PP No. 9 Tahun 1975, telah
di jelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pada Pasal 39.118

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu

116 Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. him.
87.

117 bid, him. 88

18Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Gramedia Press. Pasal 39 Tentang Waktu
Tunggu. him 46
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ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi
yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan
sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak
berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya

belum pernah terjadi hubungan kelamin.

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus
karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian
suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 disebutkan tentang

ketentuan masa tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian,
tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang
putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
Dan apabila bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani

iddah tidak haid karena menyusui, maka iddah-nya tiga kali waktu suci,

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 153 ayat 5 Kompilasi Hukum
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Islam. Sedangkan haid keadaan pada ayat 5 Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam
bukan karena menyusui, maka di dalam ayat 6 Pasal 153 Kompilasi Hukum
Islam iddah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun
tersebut ia berhaid kembali, maka iddah-nya menjadi tiga kali waktu suci.
dalam waktu iddah menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b,
ayat 5 dan ayat 6 Pasal 153 KHI, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddah-
nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas
suaminya. Apabila bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu’, fasakh
dan /i’an berlaku iddah talak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 155
KHI.1°
F. Larangan Dalam Masa Iddah

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang menjalani
masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika
menikahinya sebelum masa iddah-nya selesai maka nikahnya dianggap batal, baik
sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum.
Di samping itu, tidak ada waris di antara keduanya dan tidak ada kewajiban
memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.'?

Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah

tersebut, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina, yaitu rajamdan

119 Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.2013. Bandung: Nuansa Aulia. Pasal 153-
155 Tentang Waktu Tungu. him 375-376

120 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. 1998. Figih Wanita Edisi Leengkap. Jakarta:
Pustaka Al-Kausar. cet-1. him. 40
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jilid. Dengan demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan
yang mereka lakukan.?!

Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan
terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika salah
seorang dari keduanya tidak mengetahui hukum yang dari pernikahan yang ia
lakukan maka tidak ada had (hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu ikut
bersamanya. Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddahnya telah
selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti layaknya
pernikahan biasa.??

Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia
diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum selesai sampai pada
thalaq tiga.'?® Para fugaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-ihdad
dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki
kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan
sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup
dengan warna, kecuali warna hitam.?

Memakai celak ini, sebagai fugaha menyaratkan bahwa hendaknya hal itu
bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan
pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari. Pendapat para fuguha mengenai

hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-iddah adalah saling berdekatan.

121 |bid. him. 405

122 |bid. him.405

123 |bid, him. 405

124 Tihami Dan Sohari Sahrani.2014. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.
Jakarta: Rajawali Pers. him. 345
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Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki
kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan iddah.?®

Fugaha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-
wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi
pemikiran